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Wilayah Perbatasan Melalui Keseimbangan Kesejahteraan dan Keamanan

Guna Meningkatkan Ketahanan Nasignat”™

inl, didasari oleh Keputusan Gubernur
ndonesia No. 66 Tahun 2022 tanggal 17
kap Peseria PPRA LXIIl Tahun 2022.

Penentuan Tutor dan judul Tas
Lembaga Ketahanan Nasional Repub
Maret 2022 tentang Penetapan Judul

Pada kesempatan ini, perkenank h/Penulis menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas R| yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan
yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu
Bapak Marsma TNI Danang S@HW& M@Qfm Ketua Tim Penguiji Taskap yaitu
Bapak Marsdafmmlmn%ﬂurhadi S,S.E,.M. bm’ﬁ;“@w\ﬁﬁendamping Prof.
Dr. Ir._DadandImar Daihrant;, D.E.A dan Mayjen Tihi<Purn) Abdul Chasib serta
semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini hingga selesai
sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan
akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan
guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan
pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang

membutuhkannya.



Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan
bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada
negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki batas wilayah negara di
darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor
Leste. Disamping itu memiliki batas wilayah negara di laut dengan sepuluh
negara, yaitu: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau,
Australia, Timor Leste dan Papua Nuginil. Wilayah perbatasan merupakan
salah kawasan strategis yang harus dikelola melalui Pembangunan Nasional
secara berkesinambungan untuk mewujudkan "Serambi Depan" bagi
kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengelolaan
wilayah perbatasan telah diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara yang dikembangkan melalui percepatan pembangunan di

wilayah perbatasan terutama pada peningkatan dibidang ekonomi,

sosial/budaya dan keamanan. Wilayah perbatasan merupakan pintu gerbang

aktivitas ekonomi dan perdagan angar negara yang dijamin keamanannya
dalam rangka peningkatan kesej raan masyarakat disekitarnya (prosperity
approach) serta peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (security
approach).

Provinsi Kalimantan Barat (Prov. Kalbar) memiliki panjang garis batas
sepanjang 966 km dan berhadaﬁan langsung dengan Serawak, Malaysia.
Kondisi _inf tentunya me@eﬂuﬁ\an Me%éﬂaan yang-kuat-dan peningkatan
kualitas J(ﬁ%;!)\l Hzﬁﬂﬂ%kat di wilayah perbaMs»s‘élw?I 915\klia.¥apat menghadapi
setiap-kemungkinan ancaman aktual. Apabila ancaman akiual-tidak segera
ditangani maka akan berdampak pada penurunan Ketahanan Nasional.
Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang mencakup
seluruh aspek kehidupan nasional terintegrasi dan berisi keuletan,
ketangguhan, dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan kekuatan

nasional, untuk mengatasi dan menghadapi segala macam bentuk ancaman,

1 KemenESDM. -. “Mengelola Wilayah Perbatasan NKRI”. https://www.esdm.go.id/id/berita-
unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri, diakses pada 23 Maret 2022 pukul 19.39
WIB.



tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), yang datang dari luar ataupun
dari dalam, guna menjamin integritas, identitas, dan kelangsungan hidup
negara dan bangsa, serta perjuangan dalam meraih tujuan nasionalnya?.
Ketahanan Nasional yang tangguh di wilayah perbatasan dapat
diwujudkan melalui pendekatan pembangunan keamanan dan kesejahteraan?®
berdasarkan kebijakan program pembangunan perbatasan yang disusun oleh
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurut W.J.S
Poerwodarminto, kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana individu
merasa dalam kondisi aman, makmur sentosa, selamat dari gangguan-
gangguan permasalahan atau kesulitan, dan sebagainya*. Pendapat ini
memilki korelasi timbal balik antara kesejahteraan dengan keamanan. Kondisi
Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendukung terselenggaranya
Pembangunan Nasional, demikian sebaliknya apabila Pembangunan
Nasional meningkat maka akan terwujud Ketahanan Nasional yang tangguh.
Program pembangunan /perbatasan vang merupakan bagian dari
Pembangunan Nasional di Wiljyah perbatasan telah mempedomani
Rancangan Pembangunan Jangka Pamjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 yang salah satu arah Kebijakannya adalah mewujudkan pembangunan
yang merata dan berkeadilan-yang selama ini berorientasi pada inward
looking, berubah menjadi outward looking. Agenda prioritas pemerintahan
Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-MA), salah satunya adalah meneruskan

pembangunan infrastruktur uﬁk

Ry

‘mewujudkan  konektivitas® dengan

.1

mellbatkan Kementerlan)Lemba lf;e?merlntahan Nonkementerlan (K/L)
terkait me alu1 bbb?ﬁkén pembangunan kenaMm\é\ﬁ”H GRVA

gug-Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;-tetah menunjuk
BNPP yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri sebagai leading sector
pengelola perbatasan. BNPP sebagai Lembaga Non Struktural (LNS), dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sehari hari dibantu oleh Sekretariat Tetap

Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas. 2022. Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional.
Jakarta: Lemhannas RI. Hal. 57.

Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Hal. 65-66.

Adi, I. R. 2015. Kesejahteraan Sosial. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

JPNN.com. 2019. "Catat! Ini 5 Program Prioritas Jokowi-Ma'ruf Usai Dilantik". (20/10/2019),
https://lwww.jpnn.com/news/catat-ini-5-program-prioritas-jokowi-maruf-usai-dilantik, diakses
pada 27 Januari 2022 pukul 15.04 WIB.

Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.



(Settap) BNPP yang selalu memberikan dukungan teknis, koordinatif dan
administratif kepada BNPP. Settap BNPP memiliki Visi: "Sekretariat Tetap
BNPP yang berintegrasi, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong di perbatasan
negara.” Visi Settap BNPP Tahun 2020-2024 sekaligus merupakan bagian
dari upaya pengelolaan wilayah perbatasan negara yang dilakukan secara
keberlanjutan dengan tujuan terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah
yang aman, tertib, dan maju.

Dari Visi yang telah ditetapkan oleh Settap BNPP, maka selanjutnya
BNPP menetapkan 5 Prioritas Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Settap BNPP yang meliputii Pembangunan SDM; Pembangunan
Infrakstruktur; Regulasi; Penyederhanaan Birokrasi; dan Transformasi
Ekonomi

Hasil pelaksanaan dari Visi Settap BNPP dan 5 prioritas pembangunan,
ternyata program pembangunan yeng dilakukan oleh BNPP belum dapat
berjalan secara efektif. Hal ini \Tdikarenakan belum dapat melakukan
sinkronisasi yang maksimal antar pembangunan yang dilakukan oleh K/L
dengan pembangunan yano. diinginkan dari masyarakat wilayah perbatasan
sehingga kondisi ketidakefektivanpregram BNPP menimbulkan aktifitas lllegal
dan pelanggaran hukum, kesenjangan pembangunan antar negara,
keterbatasanan sarana dan prasarana, kemiskinan dan kondisi SDM yang
masih perlu ditingkatkan.

Bila dltlnjau lebth da}ém ﬁlaig‘gjf ‘l{éfnZ/éta ketldakefektlfan program BNPP
tidak hanya paJﬁ M)aya sthkronisasi progralyﬁ#”ai{\g K/]_ namun jdga karena
kebijakan-program yang ditawarkan oleh K/L hanya terfokus-pada program
kesejahteraan dan belum terfokus pada penetapan program yang mendukung
masalah keamanan padahal, Visi BNPP telah mencantumkan tentang Visi
masalah keamanan dan ketertiban. Hal ini diperkuat dengan data dalam
Rencana Strategis Settap BNPP Tahun 2020-2024 dimana pembangunan
wilayah perbatasan masih menitikberatkan pada pendekatan kesejahteraan.
Sebagai pertimbangan, seharusnya BNPP dapat ikut menentukan prioritas

pembangunan K/L di wilayah perbatasan dengan menyelaraskan semua



program K/L baik pada kesejahteraan masyarakat maupun pada aspek
keamanan.

Dalam penyusunan kebijakan program, BNPP masih sering menemui
hambatan yang diakibatkan pada ego sektoral dari masing masing K/L dalam
menentukan pembangunan di wilayah perbatasan. Guna mengeliminir adanya
ego sektoral maka BNPP memerlukan dukungan regulasi yang kuat,
keterlibatan K/L dalam mengelola wilayah perbatasan, sinergitas K/L dalam
melaksanakan program pengelolaan wilayah perbatasan dan dukungan
masyarakat di wilayah perbatasan. Karena dengan upaya tersebut, maka akan
tercipta efektifitas kebijakan program Pembangunan Nasional di wilayah
perbatasan yang berdampak pada terwujudnya ketangguhan Ketahanan
Nasional di Prov. Kalbar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang oi atas, telah memberikan gambaran
bahwa Pembangunan Nasionalj di wilayah perbatasan yang telah
diprogramkan oleh K/L dan dihimpungoieh BNPP namun ternyata masih
menemui permasalahan “yaitu belum terjadi keseimbangan antara
kesejahteraan dan keamanan.~Bisamping itu keberadaan lembaga yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan saat ini yaitu BNPP belum sinergi
dengan K/L, sehingga peran dan kewenangan lembaga pengelola wilayah
perbatasan perlu ditinjau.wand gu quna terwujudnya penguatan Pembangunan
Nasional- Adapun yang ﬁenjefo‘il\wrln&ggn masalah—adalah “Bagaimana
memperkuat gehﬂaﬁgunam Nasional di V@/t’ﬂé@/%‘ Fgerl/oatasan fndonesia-
Malaysta—{(Prov. Kalbar) melalui keseimbangan Kkesejahteraan dan
keamanan guna meningkatkan Ketahanan Nasional” dengan pertanyaan
kajian sebagai berikut:
a. Bagaimana regulasi pengelola wilayah perbatasan dalam meningkatkan

kesejahteraan dan keamanan di Provinsi Kalimantan Barat?

b. Bagaimana keberadaan Kementerian/Lembaga  Pemerintahan
Nonkementerian yang menangani pengelolaan wilayah perbatasan saat

ini?



Bagaimana implementasi sinergitas Kementerian/Lembaga
Pemerintahan Nonkementerian terkait saat ini untuk mencapai efektifitas
Program BNPP dalam mencapai keseimbangan antara kesejahteraan

dan keamanan?

Bagaimana pemberdayaan masyarakat saat ini untuk berpartisipasi

dalam mengelola wilayah perbatasan?

3. Maksud dan Tujuan

a.

Maksud. Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan
gambaran dan analisis tentang permasalahan penguatan Pembangunan
Nasional di wilayah perbatasan melalui keseimbangan kesejahteraan

dan keamanan guna meningkatkan Tannas.

Tujuan. Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai
sumbangan pemikiran beru olusiibagi pemangku kepentingan dalam
penguatan Pembangunan siegnal di wilayah perbatasan melalui
keseimbangan kesejahter dan keamanan guna meningkatkan

Tannas.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a.

Ruang Lingkup. Ruang-tingktup-penulisan Taskap akan dibatasi pada
penguatan pemban@%%i%h perbatasan-.darat Indonesia-
Mal%yl'dlﬁiwﬁsi Kalbar) guna MM@@E&(A Tannas melalui
penimjauan regulasi pengelolaan perbatasan, kek€radaan lembaga
pengelola perbatasan, dan implementasi sinergitas
Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian serta
pemberdayaan masyarakat dalam pengelola perbatasan. Sebagai obyek
dalam Taskap ini adalah lembaga pelaksana pengelola wilayah
perbatasan yaitu BNPP yang memiliki tugas menetapkan kebijakan
program pembangunan perbatasan sedangkan subyek dalam Taskap ini
adalah Pemerintah dan Kementerian terkait yang ikut berkontribusi

dalam keberhasilan pelaksanaan pengelolaan wilayah perbatasan.



Sistematika. Sistematika penulisan Taskap ini terdiri atas beberapa bab,

setiap bab tersebut memuat uraian hal-hal yang berkaitan dengan tema

penyusunan Taskap.

1)

2)

3)

4)

Bab | Pendahuluan. Berisikan gambaran umum dan penjelasan
yang menjadi latar belakang pembahasan perlunya penguatan
Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan dalam rangka
mewujudkan Tannas yang tangguh, maksud dan tujuan penulisan
naskah serta rumusan masalah yang dijabarkan dalam beberapa

pertanyaan kajian untuk digunakan dalam pembahasan.

Bab Il Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan disampaikan beberapa
referensi peraturan perundangan terkait dengan permasalahan,
kerangka teoritis yang akan digunakan sebagai pisau analisis
dalam pembahasan, data dan fakta yang menggambarkan
permasalahan yaing tefaci saai ini serta perkembangan lingkungan

strategis baik global, r nal maupun nasional.

Bab Ill Pembahasan. am bab ini berisi Pengantar Umum yang
akan membahas se pertanyaan-pertanyaan dalam kajian
penguatan pembangunan nasional di wilayah perbatasan melalui
keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan
ketahanan nasionat berdasarkan teori-teori, referensi, dan berbagai
aspek-aspek )Qrg te%hM Mé@butkan datam bab sebelumnya,

Té&IQAiNAnenganalisis dan SMNeﬁ%kta perdasarkan

teori/referensi dan aspek lainnya sehingga—diperoleh faktor
penyebab dan akar masalah serta merumuskan solusi

mengatasinya.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam Taskap,
berisi Simpulan dari uraian ringkas tentang temuan dan jawaban
atas pertanyaan kajian penulisan serta beberapa Rekomendasi
yang diajukan untuk mendukung penyelesaian masalah yang telah

dibahas. Rekomendasi yang ditulis dapat menjadi bahan



pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam memperkuat
pembangunan nasional di wilayah perbatasan melalui
keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan

ketahanan nasional.

5. Metode dan Pendekatan
a. Metode. Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif
yang menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi

kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.

b. Pendekatan. Pendekatan penulisan Taskap ini menggunakan perspektif
kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan

teori-teori yang digunakan.

6. Pengertian. (terlampir).

DHARMMA
TANHANA MANGRVA



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

Umum

Wilayah perbatasan merupakan pintu gerbang bagi NKRI. Tidak hanya
sebagai pintu gerbang bagi keluar masuknya baik bagi WNI maupun warga
negara asing (WNA) semata, namun juga pintu gerbang bagi keluar masuknya
barang dan jasa sebagai bagian dari aktivitas perekonomian masyarakat di
wilayah perbatasan.

Masih adanya asumsi oleh masyarakat di masa lalu yang beranggapan
bahwa daerah perbatasan adalah wilayah yang menyeramkan sehingga perlu
mendapatkan pengawasan ekstra sebab dikhawatirkan wilayah perbatasan
merupakan daerah persembunyian bagi kelompok separatis (pemberontak)

maupun penyelundup. Asumsi inilah  yang kemudian menumbuhkan

paradigma pembangunan/ di ah perbatasan lebih memprioritaskan

security approach (pendekatan keamanan) daripada prosperity approach
(pendekatan kesejahteraan). Da knya adalah wilayah perbatasan menjadi
cenderung tidak tersentuh oleh gram pembangunan nasional sehingga
masyarakat perbatasan menjadirrelatif tertinggal dan miskin. Padahal
seharusnya, kedua pendekatan tersebut, baik keamanan dan kesejahteraan
dapat berjalan seimbang dalam membangun wilayah perbatasan.

Dalam penulisan Taskap ini, akan disantumkan beberapa dokumen atau
pustaka yang -akan digupaﬁalﬁ\ se'ggggrqandasan analisis._ serta kerangka
teoxltis ya—]r:ébell%M Béberapa teori untuik Malﬁ\p{'ear‘necahan masalah
penguatartPembangunan Nasional di wilayah perbatasan‘fdenesia-Malaysia
(Prov. Kalbar) melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna
meningkatkan Ketahanan Nasional. Selain itu juga akan diungkapkan
beberapa data dan fakta aktual serta kondisi lingkungan strategis sehingga
dapat menginventarisir setiap persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, agar

memperoleh langkah-langkah pemecahannya.



Peraturan Perundang-undangan
Dalam rangka memperkuat Pembangunan Nasional di wilayah

perbatasan Indonesia-Malaysia (Prov. Kalbar) melalui keseimbangan

kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan Ketahanan Nasional

terdapat pedoman yuridis dan ketentuan sebagai payung hukum yang akan

digunakan dalam analisis dan pembahasan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia’. Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Alenia IV mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk
memajukan  kesejahteraan umum® vyang diwujudkan dalam
penyelenggaraan Pembangunan Nasional di seluruh wilayah NKRI tanpa
terkecuali, termasuk di wilayah perbatasan dimana membutuhkan

partisipasi maksimal dari seluruh komponen bangsa.

b. Perundang-undangan
ik mindonesia Nomor 17 Tahun 2007

ngunan Jangka Panjang Nasional Tahun

1) Undang-Undang Re
Tentang Rencana Pe
2005-2025

Presiden selaku pimpinan negara telah memberikan arahan,
kebijakan dan penekanan pada periode RPIJMN ke-4 Tahun 2020-
2024 yaitu terban%nnﬁ struktur perekonomian yang kokoh

R
bertandaskan leggulan Mdr%petitif di-berbagai wilayah yang

TANHANA DM berkualitas MAMERA LS RPIMN ke-a
Tahun 2020-2024 telah dijabarkan dalam—+fencana Induk
Pengelolaan Perbatasan 2020-2024 dalam wujud Road Map BNPP
2020-2024

Struktur perekonomian yang diinginkan Presiden adalah
melalui penyederhanaan regulasi; penyederhanaan birokrasi dan
transformasi ekonomi dalam rangka mempercepat pembangunan

infrastruktur transportasi agar meningkatkan konektivitas antar

7
8

UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 3.
Pembukaan Alenia IV UUD NRI Tahun 1945.
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wilayah; menciptakan lapangan pekerjaan; dan membuka sentra
ekonomi baru yang akhirnya akan mensukseskan Pembangunan

Nasional termasuk di wilayah perbatasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008
Tentang Wilayah Negara

Pasal 1 menjelaskan bahwa, kawasan perbatasan merupakan
bagian dari NKRI yang berada pada sisi dalam batas negara
dengan negara lain, terkait batas wilayah negara darat, kawasan
perbatasannya terletak di kecamatan®. Kemudian dalam Pasal 9
menjelaskan bahwa, pihak yang berwenang mengatur
pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perbatasan adalah
pemerintah pusat dan Pemda'®. Pemda disini adalah Pemda
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan

bahwa untuk mengel Batas \Wilayah Negara dan mengelola

Kawasan Perbatasan a tingkat pusat dan daerah, Pemerintah

dan pemerintah daerah membpentuk Badan Pengelola nasional dan
Badan Pengelola daerah''. 'Selanjutnya Pasal 19, juga mengatur
tentang partisipasi yarakat dalam pengelolaan kawasan
perbatasan vyang dapat diwujudkan dalam bentuk upaya
pengembangan pembangunan, menjaga, dan mempertahankan

kawasan perbatasan?_

DHARMMA

3| TONHANASG Republik naatdANGERYAL Tahun 2004

Tentang Tentara Nasional Indonesia

Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan tentang tugas pokok TNI yaitu
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI 1945 serta melindungi segenap bangsa

dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan

9 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pasal 1.

10 |pid. Pasal 9.
11 |bid. Pasal 14.

12 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Pasal 19.
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terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal ini, menguraikan 2
(dua) tugas pokok TNI, yaitu tugas Operasi Militer untuk Perang
(OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam
menjalankan tugas OMSP, TNI mengamankan wilayah perbatasan,
disamping itu dapat membantu tugas Pemda, baik Pemda Provinsi
dan Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga Pemerintahan

Nonkementerian lainnya?'s,

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010
Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Presiden (Perpres) ini telah direvisi beberapa pasalnya

melalui Perpres No. 44 Tahun 2017'# Badan Nasional Pengelola

Perbatasan dibentuk dalam rangka pelaksanaan dari Pasal 18 Ayat (1)

UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perpres ini juga

mengatur mengenal kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi

BNPP. BNPP dikepalai oleh® Venteri Dalam Negeri dan salah satu

anggotanya adalah Menteri Pertananan.

Kerangka Teoretis
a. Teori Regulasi
Regulasi adalah cara mengontrol individu atau masyarakat melalui
sebuah aturan kebijakan dap batasan.tertentu. Organisasi adalah pihak
yang mengimplemer@a‘é‘lkan kebl%lkﬂn, harus-berkomitmen kuat dalam
meli@a’ﬂhﬁ'\lﬁasnya supaya tujuan'\ﬂlgnhl Qaﬁ¥é%ijakan tercapail®.
Ghezali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa Tegutasi ditetapkan

sebagai tanggapan dari munculnya krisis yang tidak bisa diidentifikasi*®.

13
14
15

16

UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No.12 Tahun 2010 tentang BNPP.
Adinda, Dwi Puspita. 2019. Pengaruh Adopsi IFRS, Laba Bersih, dan Leverage Terhadap Nilai
Pasar Ekuitas Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2015-2018. Skripsi. Jakarta: Unsada. Hal. 12.

Perwitasari, Kurnia Desy. 2017. Dampak Konvergensi IFRS Pada Relevansi Nilai Laba Bersih,
Nilai Buku, dan Arus Kas Operasi dengan Mandatory Disclosure Sebagai Variabel Pemoderasi
(Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia dan Bursa
Malaysia). Skripsi. Yogyakarta: UMY. Hal. 13.
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b. Teori Kelembagaan (Institutional Theory)

Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) berpendapat bahwa
kelembagaan adalah struktur sosial yang memiliki ketahanan paling
tinggi dan terdiri dari dari beberapa budaya didalamnya, yaitu kognitif,
normatif, dan regulatif yang sarat akan adanya perubahan. Dalam usaha
menjaga stabilitas kebijakan diperlukan suatu lembaga yang
memperhatikan beberapa unsur seperti rules, norms, peran, cultural
benefit dan sumber daya yang bisa membentuk komitmen dari suatu
organisasi. Teori kelembagaan mencerminkan hubungan antara
organisasi dan lingkungan. Teori ini bisa diterapkan dalam memberi
penjelasan terkait peran dan proses pengambilan keputusan
organisasi'’.

Menurut Thorstain B. Veblen dalam Yustika (2012), kelembagaan
merupakan sekumpulan kondisi dan norma yang ideal (sebagai subjek
perubahan yang dramatis) yang diproduksi kembali dalam rangka
penyempurnaan melalui k saan|dari setiap generasi berikutnya's,
(Yustika: 2013: 43). Teorl ki bagaan yang dikemukakan oleh Veblen
tersebut mencerminkan ba dalam sebuah kelembagaan akan selalu
diupayakan oleh setiap gen i penerus dari pengurus sebuah lembaga
untuk menyempurnakan lembaganya melalui upaya evaluasi dan
perbaikan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Namun sangat
berbeda dengan hasi! peneli&an dari-Lembaga Administrasi Negara yang
menjelaskan bahwa‘-s)e‘-r?q%in %%’ﬂ ketembagaan di.Indonesia maka
akarT enhéIMNlén in-efisiensi (HasiIMAMQ%\eléin Kelembagaan
Pemeérintahan Pusat, LAN) hal ini dibuktikan dengan—Kkeberadaan
Indonesia yang memiliki Indeks effektifitas pemerintah dimana lebih

rendah dibandingkan negara negara Asean.

17 Gainau, Paskanova Christi. 2014. Prediktor Kinerja Penyusunan Anggaran Responsif Gender
Kajian: Teori Kelembagaan. Tesis. Salatiga: UKSW. Hal. 8.
18 Yustika, A. Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan. Jakarta: Erlangga. Hal. 43.
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c. Teori Sinergitas

Teori Sinergisitas merupakan hubungan diantara dua pihak atau
lebih yang bisa menghasilkan tingkatan komunikasi apabila dihadapkan
kepada elemen kepercayaan dan peran °. Dari tingkatan komunikasi
itulah akan dihasilkan 3 (tiga) tingkat peran, yaitu (1) Defensif, yaitu
tingkat kepercayaan dan kerjasama yang paling rendah yang berakibat
pola komunikasi bersifat defensif/pasif. (2) Respectfull, yaitu tingkat
kepercayaan dan kerjasama yang meningkat sehingga menimbulkan
sebuah pola komunikasi yang bersifat saling menghargai dan
berkompromi. (3) Sinergistic, yaitu dengan adanya peran yang tinggi dan
saling mempercayai antara satu sama lainnya akan diperoleh pola
komunikasi yang lebih besar.

d. Teori Manajemen

Menurut Terry, manaj nadalah sebuah kerangka atau proses
kerja, melalui pelibatan pengarahan atau bimbingan sebuah kelompok
individu dalam mencapal tujuanworganisasi yang nyata mencakup
pengetahuan mengenai a ~wyang harus dilaksanakan, cara
melaksanakan, pemaham dalam melaksanakan dan mengukur
efektivitas dari segenap upaya yang sudah dilaksanakan®. Fungsi
manajemen, menurut Terry terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu
perencanaan (planning) yvang metliputi pengambilan keputusan dan
termasuk-di dalamnyg er%lliﬁjrq Mﬁ%dap alternatif-atternatif keputusan,
sertgAk('a\lnHMﬁ memvisualisasikanWrQelﬁw\éﬁke depan untuk
merumuskan sebuah pola himpunan tindakan di-masa yang akan
datang; pengorganisasian (organizing) yang dilakukan dalam mengatur
dan menghimpun segenap sumber-sumber daya yang dibutuhkan,
termasuk manusia, sehingga suatu pekerjaan yang diinginkan bisa
berhasil dilaksanakan; pelaksanaan (actuating) yang merupakan usaha
mengerahkan seluruh anggota kelompok sehingga mereka mempunyai

keinginan dan selalu berusaha mencapai tujuan yang sudah

19 Hanafi, Mamduh M. 1997. Manajemen. Jogjakarta, Agustus 1997.
20 Terry, George. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 1.
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direncanakan secara bersama-sama; dan pengawasan (controlling)
yang merupakan usaha untuk menemukan dan menerapkan alat dan
cara guna menjamin bahwa rencana yang telah ditetapkan bersama
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota kelompok

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing?*.

e. Teori Pemberdayaan

Menurut Kartasasmitha (1996), pemberdayaan merupakan sebuah
usaha membangun daya itu sendiri dengan memotivasi,
membangkitkan, dan mendorong kesadaran terhadap potensi yang
dimiliki serta berusaha terus mengembangkannya??. Sementara itu,
menurut Ambar Teguh Sulistyani dalam Muslim (2012) menyatakan
bahwa terdapat beberapa tahap dalam pemberdayaan yaitu (1)
penyadaran dan pembentukan perilaku; (2) transformasi pengetahuan
dan kecakapan ketrampli dan (3) peningkatan  kemampuan

intelektual dan kecakapan ketrampilan?®,

10. Data dan Fakta

a. Kondisi Wilayah Perbatasan’indonesia-Malaysia di Prov. Kalbar
Saatiniterdapat 5 kabupaten di Prov. Kalbar yang berbatasan darat
langsung dengan Malaysia yaitu Kab. Sambas, Bengkayang, Sanggau,
Sintang dan Kapuas-HulU?*_Panjang. garis perbatasan yang melewati
kelima Kabupaten tege‘-éut aléalalw%éﬁ km?22, Kelima ¥abupaten tersebut

mas%&%ﬁwrﬁémiliki Pos Lintas BaMAI%?aBaV@LBN) yaitu PLBN
Arak;Kab. Sambas; PLBN Badau, Kab. Kapuas Hufu;-PEBN Entikong,

21

22

23

24

25

Terry, George dan Rue, Leslie W. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan Kesebelas. Jakarta:
PT. Bumi Aksara. Hal. 9.

Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan
Pemerataan. Jakarta: PT. Pusaka Cisendo. Hal. 145.

Muslim, Azis. 2012. Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat. Yogyakarta: Samudra Biru. Hal.
33-34.

Pemda Kalbar. -. “Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat’.
https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-
daerah#:~:text=Untuk%20wilayah%20pesisir%20dan%20kepulauan,Ketapang%2C%20dan%2
OKabupaten%20Kayong%20Utara, diakses pada 26 Maret 2022 pukul 01.24 WIB.

Jayanti, Yustina Dwi. 2014. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia Dan
Malaysia (Study Kasus Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat). (Skripsi). Malang: FH
Unibraw. Hal. 2.



https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah#:~:text=Untuk%20wilayah%20pesisir%20dan%20kepulauan,Ketapang%2C%20dan%20Kabupaten%20Kayong%20Utara
https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah#:~:text=Untuk%20wilayah%20pesisir%20dan%20kepulauan,Ketapang%2C%20dan%20Kabupaten%20Kayong%20Utara
https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah#:~:text=Untuk%20wilayah%20pesisir%20dan%20kepulauan,Ketapang%2C%20dan%20Kabupaten%20Kayong%20Utara
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Kab. Sanggau; PLBN Jagoi Babang, Kab. Bengkayang; dan PLBN Sei
Kelik, Kab. Sintang?®.

Walaupun PLBN telah dibangun namun masyarakat masih
menggunakan jalur tidak resmi untuk memenuhi kebutuhannya sehari
hari atau kegiatan lllegal. Hingga saat ini telah tercatat 60 jalur tidak

resmi yang masih digunakan oleh masyarakat.

Tabel |
Penanganan Kegiatan lllegal Tahun 202127

Aktivitas llegal di Perbatasan Prov. Kalbar
Tahun 2021

900
800
700
600
500
400
300
200
100

117

-
Sen Semester 11/2021

M lllegal Entry ~ W lllegal Logging Illegal Trading Senjata Api llegal ® Narkoba

Data Laporan Pelaksana@ﬁpppﬂwm M—%al Dam XII Tahun 2021
TDaw,léeeN(ﬁitas, maka pelangga‘sﬂrﬁ\nﬁlecgalil2 teﬁ‘lnggi ierjadi pada

“ifegal’ Entry. Pelanggaran ini menggambarkain—masih banyak
masyarakat wilayah perbatasan yang melintas garis batas negara tanpa
melalui pos lintas batas dengan memanfaatkan jalur tidak resmi. Aktifitas
lllegal Entry mempengaruhi pelanggaran lainnya seperti lllegal Trading,
lllegal Senpi/Muhandak dan Narkoba. Tidak hanya itu saja, lllegal Entry

yang dilakukan masyarakat wilayah perbatasan dapat pula sebagai

26 BPPD Kalbar. -. “Pos Lintas Batas Negara”. https://bppd.kalbarprov.go.id, diakses pada 26 Maret
2022 pukul 01.35 WIB.
27 Kodam Xll/Tanjungpura, Laporan Pelaksanaan Opspamtas RI-Mal Dam XIl Tahun 2021



https://bppd.kalbarprov.go.id/

16

tindakan pelanggaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya seperti pendidikan, mengunjungi fasilitas kesehatan, mereka
berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan kasus lllegal
Senjata dan Narkoba akan mempengaruhi situasi keamanan di wilayah

perbatasan.

b. Kondisi Ketahanan Nasional di Prov. Kalbar
Kondisi Ketahanan Nasional di Prov. Kalbar seperti yang telah

didata oleh Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional, sebagai berikut:

Tabel Il
IKN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-202128

Indeks Dec-18 Dec-19 Dec-20 Dec-21
Ketahanan

Nasional Skor | Rafak{-Skor Rank | Skor Rank Skor Rank
IKN 2,58 33 / 32 2,24 26 2,29 23

IKN Prov. Kalbarpad un 2021 mengalami peningkatan dengan
skor 2,29 (rangking 23) anding tahun 2020 dengan skor 2,24
(rangking 26). Skor tahunt2020 dan 2021 menggambarkan kurang
tangguhnya ketahanan nasional di Prov. Kalbar di kurun waktu itu.
Kriteria kurang tangguh ini didefinisikan pada keuletan dan ketangguhan
bangsa yang berada pada-posisi-lemah. Pada jangka pendek, negara
masih-dapat bertahﬁ%gm%ﬂ], ancaman,-hambatan, gangguan
TAAANHARN Apasila tidak segera Migehd&iR WAka dalam jangka
panjaing stabilitas nasional akan goyah. Apabila dihaddpkan-gada situasi
negara pada kurun waktu tersebut dimana terjadi pandemi covid 19,
maka dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid 19 mempengaruhi

Ketahanan Nasional.

28 Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional Pusat Laboratorium Lemhannas RI.
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Tabel 11l
Indeks Variabel Aspek Kemakmuran Gatra Ekonomi Tahun 20212°

Variabel

Pangan (gatra Ekonomi)
Sandang

Perumahan
Pertambahan Kekayaan
Kemiskinan
Kesempatan kerja

Tabel IV
Indeks Variabel Gatra Sosial Budaya Tahun 20213

Dec-21

Variabel

Eksklusi Sosial
Pendidikan
Kesehatan
Keluarga
Kerukunan Sosial
Ketertiban Sosial
Penyakit Sosial
Hak-hak sipil
Pemberdayaan Perempuan
Nilai Tradisional dan Univers
Perilaku Sosial

Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek

Tabel V
Indeks Variabel Aspek Keamanan Gatra HankamTahun 20213!
aHARMMA4
b -, ., Dec-21
TANHANAT?'?0¢ MANGRVASGr A Rank
K&pOlisian Nasienal 5
Postur Kepolisian Nasional
Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban
Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan,
dan pengayoman masyarakat

Meskipun secara agregat indeks pada 2021 meningkat, namun ada
beberapa Variabel dari tiga gatra yang berada pada posisi kurang

tangguh yang menjadi dasar dalam menentukan model pembangunan

2 |bid.
30 |bid.
31 1bid.
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nasional di wilayah perbatasan. Tiga Variabel gatra yang menurun itu
adalah kesempatan kerja; pendidikan; dan perlindungan, pelayanan dan
pengayoman masyarakat.

Pada aspek kesejahteraan/kemakmuran dalam Tabel Gatra
Ekonomi di atas, variabel Kesempatan Kerja dalam posisi kurang
tangguh (warna kuning). Kesempatan kerja yang kurang tangguh
dipengaruhi oleh lapangan kerja yang semakin sempit di Prov. Kalbar.
Selanjutnya pada aspek Gatra Sosial Budaya pada tabel di atas, terdapat
2 variabel terkait langsung terhadap aspek kesejahteraan masyarakat
dan memerlukan perhatian yaitu variabel variabel Pendidikan (Kurang
tangguh) dan variabel Nilai Tradisional dan Universal (Rawan).
Variabel pendidikan mengoambarkan kualitas pendidikan maupun
kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi
sedangkan pada variabel nilai tradisional dan universal dalam posisi

rawan menggambarkan ten pemberdayaan masyarakat yang belum

optimal.

Pada aspek Gatra Hankam pada tabel di atas, terdapat 1 variabel
dalam kondisi Rawan, yait ndisi terselenggaranya perlindungan,
pelayanan, dan pengayoman masyarakat yang akan berpengaruh
langsung terhadap aspek keamanan. Kondisi ini, menggambarkan
kebutuhan dasar dari masyarakat perbatasan yang cenderung
memerlukan perlindungan dar| aparat keamaman dalam bekerja di luar
batas Witayah perbatgs‘é‘n yaituNt')eMéﬂa dirnegara mataysia sebagai PMI.

T&B.'l’\ll M%baran Indek KetahaMAMs%ﬁaY ém Indeks Variabel
peberapa gatra, yang menunjukkan posisi Kurang Tangguh dan Rawan
akan dianalisa guna memperoleh solusi yang tepat dengan memperkuat
program lembaga dalam rangka peningkatan Ketahanan Nasional.
Sedangkan, variabel-variabel yang sudah berada dalam posisi Cukup
Tangguh, Tangguh dan Sangat Tangguh dapat dijadikan sebagai
peluang yang dapat dioptimalkan dalam memperkuat pembangunan
nasional di wilayah perbatasan, termasuk wilayah perbatasan di Prov.

Kalbar.
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c. Indeks Pembangunan Nasional di Prov. Kalbar

Menurut data BPS RI dari tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonomi
di Prov. Kalbar tumbuh sekitar 3,69% (nasional 2,51%) dan tingkat
pengangguran terbuka di Prov. Kalbar menurun sekitar 5,82%, (nasional
6,49%). Selanjutnya tingkat kemiskinan Prov. Kalbar menurun sekitar
6,84% (nasional 9,71%). Kemudian, Gini Rasio Kalbar menurun sekitar
0,315%, (nasional yaitu sekitar 0,381%). Namun, untuk Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Kalbar sekitar 67,90% masih belum
meningkat dibandingkan nasional 72,29%?32 sehingga dari data tersebut
dapat diambil kesimpulan bahwa aspek kesehatan, pendidikan dan
lapangan pekerjaan masih harus menjadi prioritas dalam Pembangunan
Nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Labkurtannas maupun BPS,
terjadi kolerasi data yang selaras tentang kondisi sosial masyarakat di

wilayah perbatasan. Kondi

| tentunya memerlukan perhatian ekstra
dalam penanganannya melalu Pembangunan Nasional di Prov. Kalbar
yang didukung oleh kebijakan prograim yang menyentuh langsung pada
kebutuhan dasar masyarak ilayah perbatasan.
d. Permasalahan Buruh Migran Indonesia di Malaysia.
Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Malaysia
selain berpotensi _mendaiangkan—devisa juga menyisakan banyak
. HA%%/I 1‘443
perm?&alahan eff negara tetangga. ermasalahar{lmenyangkut buruh
migr‘!’;n H%Mf‘dl Malaysia dapat diMM!%'§ taﬁt)\el perkembangan

pengaduan berikut ini.

82 Muharrami, Novi. 2022. “Kalbar Lolos Tahap Il Penialian Penghargaan Pembangunan Daerah”.
(23/2/2022), https://kalbarprov.go.id/berita/kalbar-lolos-tahap-ii-penilaian-penghargaan-
pembangunan-daerah.html, diakses pada 18 April 2022 pukul 13.47 WIB.
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Tabel VI
Pengaduan Permasalahan Buruh Migran Indonesia di Malaysia
Tahun 2015-2019

No. Jenis Masalah Tahun (Jiwa)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1. | Gaji tidak dibayar 488 | 472 | 390 | 183 | 660
2. | Tindak Kekerasan dari Majikan | 104 79 66 27 34
3. | Pelecehan Seksual 11 10 10 4 11
4. | Pekerjaan tidak sesuai 171 | 182 | 137 66 124
Perjanjian Kerja
5. | TKI tidak berdokumen 81 133 | 373 | 441 | 452
6. | Overstay 179 | 213 | 237 | 42 805
7. | TKI dalam tahanan/proses 49 57 57 27 28
tahanan
8. | llegal Rekrut Calon TKI 37 100 59 34 46
9. | Pemalsuan Dokumen 43 25 26 21 21

Sumber: Data Statistik BP2MI

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 (empat) permasalahan buruh
migran Indonesia di Malaysi
tidak dibayarkan, tindak k

ang menonjol, yaitu masalah upah yang

rasan, dari-majikan dan pekerjaan tidak
sesuai dengan  perjanjian  keria| serta TKI tidak berdokumen.
Permasalahan ini, telah
Migran Indonesia (BP-PMI

mengatasi masalah tersebut. Badan Perlindungan Pekerja Migran

ghadirkan Badan Perlindungan Pekerja

ebagal institusi yang berwenang dalam

Indonesia (BP-PMI) saat ini telah menjadi anggota dari BNPP sehingga

merupakan peluang bagi BNPP untuk berkoordinasi dalam mengatasi
permasalahan burukﬁw‘igerrmlw‘hkeselarasan program BP-PMI dan

PRITANTIAN A MANGRVA

BNPP sebagai Lembaga Non Struktural.

Masalah batas wilayah negara dan kawasan perbatasan masih
ditangani secara parsial oleh BNPP sebagai organisasi yang sifatnya
LNS maupun secara sektoral oleh instansi K/L terkait, sehingga solusi
penanganan masalah cenderung parsial dan tidak
menyeluruh/komprehensif. BNPP adalah badan koordinasi yang
membawahi 20 kementerian, 7 lembaga dan 13 provinsi yang
berbatasan dengan negara tetangga, yang masing-masing memiliki

program untuk mengatasi perbatasan.
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K/L dalam hal

perencanaan,

penganggaran, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan di kawasan

perbatasan masih lemah karena kewenangan yang dimiliki terbatas.

Oleh karena itu,

BNPP diharapkan menjadi

simpul

koordinasi

perencanaan dan penganggaran serta fasilitasi pembangunan kawasan

perbatasan,

termasuk penguatan fungsi

pembangunan bersama Kementerian PPN/Bappenas.

Road Map BNPP.

koordinasi

perencanaan

Road Map BNPP merupakan sebuah dokumen, berisi petunjuk atau

gambaran  besar

dalam

melaksanakan

Kebijakan

Program

Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan secara jelas dan rinci.

Road Map BNPP merupakan penjabaran dari

Rencana Induk

Pengelolaan Perbatasan. Adapun Road Map yang disusun oleh BNPP
ngelolaan Perbatasan Tahun 2020-2024.
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Sebagai gambaran, di tahun 2023 BNPP telah memprogramkan
penguatan keamanan dan penataan kawasan perbatasan sehingga
sudah saatnya BNPP menjadi lembaga yang komprehensif dengan
menata regulasi untuk dapat tampil sebagai lembaga yang memiliki
kebijakan Pembangunan Nasional yang menyeimbangkan antar aspek

kesejahteraan dan keamanan.

Peluang dan Kendala
1) Peluang. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam
pembangunan wilayah perbatasan di Prov. Kalbar adalah:
a) Pertumbuhan ekonomi Prov. Kalbar yang terus
tumbuh/meningkat di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
b) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Prov. Kalbar yang terus
menurun dan berada di bawah TPT nasional.

c) Tingkat kemiski

Prov;, Kalbar yang terus menurun dan
berada di bawah tingkatkemiskinan nasional.
d) Bertambahnyajumleh K/ yang menjadi anggota BNPP.
2) Kendala. Beberapa k la yang dapat menjadi penghambat dan
harus diatasi dalam pembangunan wilayah perbatasan di Prov. Kalbar
adalah:

a) IPM Prov. Kalbarﬁﬁ,slih berada di bawah IPM nasional.

A
le& Beberapagé?‘label dalglrerSatra Sosial Budaya terkait aspek

eye}jm&gh masih berada padgn[&ys@ ﬁi\rla%g Tangguh, yaitu
Pendidikan, Ketertiban Sosial, dan Pemberdayaan—Perempuan;
dan posisi Rawan, yaitu Kerukunan Sosial, Nilai Tradisional dan
Universal, serta Perilaku Sosial.

c) Pada variabel dalam Gatra Ekonomi, memberikan
kesempatan kerja bagi masyarakat wilayah perbatasan dengan
memperluas lapangan kerja adalah merupakan hal yang paling

Urgent.
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d) Masih banyaknya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan Prov.
Kalbar menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan
belum terpenuhi..

e) Kewenangan BNPP dalam pelaksanaan kebijakan program
pembangunan wilayah perbatasan bersifat koordinasi.

f)  Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang timbul
sebagai akibat perlindungan terhadap PMI yang belum optimal
menyebabkan keengganan masyarakat untuk bekerja di Malaysia
sehingga cenderung memilih menjadi pengangguran di wilayah

perbatasan.

Lingkungan Strategis

Penguatan Pembangunan Nasional tentunya sangat dipengaruhi oleh

perkembangan lingkungan strategis baik secara Global, Regional dan

Nasional yang masing masing a memperikan dampak baik dampak positif

atau dampak negatif.

a.

Pengaruh Perkembangan gkamgan Global

Permasalahan perbatasen seringkali menjadi pemicu terjadinya
konflik antar negara di dunia’sebagai contoh perbatasan Korea Utara dan
Korea Selatan, China dan Taiwan, India dan Pakistan, India dan China,
dan terakhir antara China dengan beberapa negara di kawasan Laut
China Selatan (LCS)-mefalu] klaimnine dash line yang merupakan klaim
sepihak yang dilakuvgk‘ollséh C'Z\ﬂiM{ﬂi witayah-ECS termasuk terhadap
wila;}—a{% h‘wm&mpatnya di perairan M&M%ﬁxat ha.

Disamping itu, peristiwa konflik terkini adalah pérang-antara Rusia
dengan Ukraina. Kedua negara ini saling berbatasan darat satu sama
lain dan merupakan negara bertetangga. Pada konflik ini, Rusia
melakukan  pendudukan terhadap Ukraina sebagai bentuk
mempertahankan kelangsungan hidup negaranya, menciptakan
keamanan dari ancaman eksistensial perluasan Nato.

Dari beberapa kasus diatas baik yang dilakukan oleh China

maupun Rusia, menggambarkan bahwa sangat dimungkinkan terjadi
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pelanggaran wilayah perbatasan untuk kepentingan kelangsungan hidup
suatu bangsa.

Seharusnya kawasan perbatasan menjadi kawasan perdamaian
bagi semua negara yang didasari atas kedaulatan dan saling
menghargai. Ketegangan di wilayah perbatasan seringkali diakibatkan
adanya pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kedua negara yang
bertetangga dengan tujuan mengeksploitasi sumber kekayaan alam
yang berada di wilayah perbatasan sehingga memerlukan penjagaan
agar sumber daya alam dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada di
wilayah perbatasan guna terciptanya kesejahteraan. Peran keamanan
menjadi hal yang pokok dalam menjamin kondusifitas dalam mengawal
jalannya Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan.

Dengan pengawalan yang optimal maka investor akan nyaman

untuk berinvestasi di wilayah perbatasan apalagi didukung oleh SDM

yang mumpuni berbasis Digital. Dalam rangka memperoleh

kemajuan yang pesat dalam penguatan Pembangunan Nasional maka
pemerintah harus menyu kebyakan yang lebih mengedepankan
keseimbangan kesejahtera an keamanan dengan tujuan melindungi
kehidupan masyarakat dala eningkatkan kesejahteraannya.
Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional

Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Prov. Kalbar masih
menyisakan permasgg}a{%\ ba'}gslvgﬁar negara-{OUtstanding Boundary
Prok;ll—éar%qlél)@é\tblg‘égmen Gunung Rayi\ﬂﬁsm;q\urx%ungai Buan, dan
Segmen D.400 yang hingga saat ini belum diSepakati sehingga
menyebabkan kerugian ekonomi akibat sulitnya dalam pengelolaan.
Wilayah perbatasan darat antara Negara Indonesia dan Malaysia,
memerlukan perhatian lebih dan kerjasama dari kedua negara untuk
dapat menjaga hubungan baik sekaligus menyelesaikan isu-isu kawasan
perbatasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perbatasan kedua negara. Guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perbatasan dan juga menyelesaikan isu-isu perbatasan,

telah dibentuk Forum Kerjasama Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Sosio
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Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) yang membahas
dan menyepakati permasalahan akses sosial, ekonomi, dan budaya di
kawasan perbatasan tersebut serta isu-isu lalu lintas perbatasan

termasuk didalamnya keamanan perbatasan antar negara®s.

c. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional
1) Geografi

Kondisi geografi NKRI yang merupakan negara kepulauan
memiliki banyak sekali wilayah yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga, baik laut maupun darat. Wilayah perbatasan
merupakan pintu gerbang bagi arus lalu lintas manusia, barang dan
jasa dari dan ke Indonesia menuju negara tetangga. Salah satu
daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat langsung dengan
negara tetangga Malaysia adalah Prov. Kalbar. Adapun panjang

garis batas sejauh 966 kilometer, melintasi 98 desa, 14 kecamatan

dan 5 Kabupaten. Di ping | itu telah dibangun 5 PLBN yang

bertujuan untuk me katkan aktivitas perekonomian antar
negara. Dengan dib naya PLBN baru, diharapkan mampu
memperlancar prose stribusi barang dan jasa antara kedua
negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian di wilayah
perbatasan, namun hingga saat ini masih banyak terdapat jalur
tidak resmi yang S%Ei?\ﬂ digunakan oleh masyarakat untuk
memenuhi kég tuhan——selar | hari—sehingga memerlukan
T&nNg%% untuk menghindari r\M’bﬁ“Fvg’/aR\a{ﬁlvitas flegal yang
dilakukan oleh para oknum dengan memanfaatikas-jatur tidak resmi
yang dapat berakibat terganggunya stabilitas keamanan di

kawasan perbatasan.

8 Sasmita, Prameswari. 2021. “Kemendagri: Pentingnya Kerjasama Bilateral di Perbatasan
Indonesia-Malaysia”. (22/6/2021), https://lwww.sonora.id/read/422753857/kemendagri-
pentingnya-kerjasama-bilateral-di-perbatasan-indonesia-malaysia, diakses pada 23 April 2022
pukul 11.02 WIB.



26

2) Demografi

Dari hasil sensus penduduk diketahui bahwa saat ini
Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang puncaknya
terjadi pada tahun 20303, penduduk yang produktif (usia 15-64
tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tidak produktif
(usia 0-14 tahun dan di atas 64 tahun). Prov. Kabar telah memasuki
bonus demografi ditahun 2020. Pada masa bonus demografi,
merupakan jendela peluang (windows opportunity) yang dapat
bersifat positif ataupun negatif. Peluang bonus demografi dapat
disebut positif jika usia tenaga kerja yang belum bekerja terserap
dalam lapangan kerja, sedang sebaliknya disebut negatif bila usia
tenaga kerja tidak terserap dalam lapangan kerja. Dengan
terserapnya sebagian besar tenaga kerja pada usia produktif ini,

maka penghasilan keluarga akan meningkat. Bonus demografi

dapat dimanfaatkan tukeymeningkatkan  produktivitas dan

pertumbuhan ekono dengan memanfaatkan jumlah usia

produktif yang lebih i

3) Sumber Kekayaan Al
Sumber kekayaan alam (SKA) yang melimpah di wilayah
perbatasan hingga saat ini belum dikekola dengan baik, yang terdiri
dari kehutanan, tambaeégnﬁerkebunan, pariwisata, ekologi, sumber
daya-energr, pqu‘n%n, danngléma—nuftah. Disamping itu terdapat
T&ter@ﬁdﬂnﬁ)‘/a yaitu pelayanan jagg&' N/@)%\hlﬁerbatasan%.

Pada hakekatnya SKA merupakan sumbet-dgayayang sangat
diperlukan oleh manusia dalam memenuhi kualitas hidupnya. SKA
mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai modal dasar ekonomi
dan sebagai penyangga kehidupan manusia. Dalam program
Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan

34 Rahman, Arif. 2020. "Peluang Bonus Demografi dan Kualitas Pemuda di Kalbar", (30/10/2022),
https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1317222-peluang-bonus-demografi-dan-kualitas-
pemuda-di-kalbar, diakses pada 24 April 2022 pukul 12.32 WIB.

35 Kemitraan Partnership. 2011. Partnership Policy Paper No. 2/2011: Kebijakan Pengelolaan
Kawasan Perbatasan Indonesia. Jakarta: The Partnership for Governance Reform. Hal. 16.
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(LBPE-WP), ditetapkan beberapa potensi komoditas di wilayah
perbatasan, salah satunya adalah di wilayah perbatasan Kalbar,
yang dapat dioptimalkan dan diberdayakan untuk diekspor ke
negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perbatasan. Komoditas pangan yang dapat dikembangkan di
wilayah perbatasan Prov. Kalbar yang sudah ada saat ini dan
memiliki prospek ke depan untuk diekspor ke Serawak, Malaysia
adalah beras, jagung, pisang kepok, lada, TBS, CPO, lateks?.
Eksploitasi sumber kekayaan alam wajib berbasis ekosistem
dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kebijakan
konservasi, agar dapat menunjang kebutuhan bangsa dan negara

sepanjang masa.

4)  Ekonomi
Diberlakukannya®ilnstruksi Presiden Republik Indonesia

(Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan

Ekonomi pada Kawas erpatasan Negara salah satunya di Aruk,
Prov. Kalbar. Percep pembangunan ekonomi di Prov. Kalbar,
dijabarkan melalui 28%srogram dimana selain pembangunan
infrastruktur  jalan, salah satu programnya yang dapat
meningkatkan  kehidupan ekonomi adalah revitalisasi /
pembangunan._pasar Ek,%at dan_peningkatan kapasitas jaringan

A
telekomunikasi?rmernet dar%aular).

TANIEIM&Iakuan Instruksi Presmug&\ﬁﬁndonesia (Inpres)
Nomor 1 Tahun 2021, memberikan peluang“bagi-pemerintahan
daerah dalam penataan ruang yang lebih strategis dengan harapan
dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya sehingga dapat
mengatasi angka kemiskinan di wilayah perbatasan sebagai
beranda depan NKRI. Ketersediaan Infrastruktur, sarana prasarana
terkait fasilitas sosial ekonomi dan perekonomian wilayah akan

menurunkan angka kemiskinan, jumlah keluarga pra-sejahtera dan

36 Sulaiman, Andi Amran, dkk. 2018. Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan
Dunia 2045. Cetakan ke-2. Jakarta: IAARD Press.
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meningkatnya  aksesibilitas  wilayah  perbatasan®’. Hasil
pembangunan ekonomi harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
perbatasan dalam rangka menghadapi ekonomi global berbasis
digital sehingga perlu disiapkan sejak dini melalui pendidikan dan

vokasi.

5) Sosial Budaya

Kondisi yang kurang memadai bagi sarana prasarana
pendidikan dan kesehatan, serta akses informasi dan lapangan
kerja yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan berimplikasi
kepada kualitas SDM dan tingkat kehidupan sosial apabila
dibandingkan dengan negara tetangga dan masyarakat di luar
wilayah perbatasan.

Secara umum, akses terhadap fasilitas pendidikan dan
kesehatan masyarak ang disediakan oleh pemerintah masih
sangat terbatas, sementara akses ke negara tetangga seperti yang
terjadi di Prov. Kalbar jauh lebih mudah sehingga pengaruh sosial
budaya dari luar. ne dengan mudah masuk yang akhirnya
masyarakat di wilayahk'perbatasan akan merasa asing dan kecewa
dengan negerinya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan hingga saat ini
masih terdapat sebagian masyarakat Indonesia di daerah
perbatasan yang-sejak dini sudah menempuh pendidikan di negara
tetangga-yeang Q.\'éft‘ jﬁgg (ljlgrﬂerjamin bagi lUtusannya untuk bisa

T@nﬁéﬂ@%min pekerjaannya38.“%%cfn%\nlc%gah kekecewaan
masyarakat terhadap kehidupan sosial btdaya—d wilayah
perbatasan maka diperlukan suatu penguatan pembangunan
nasional yang meliputi segala aspek yang akan berdampak positif

terhadap terpeliharanya rasa nasionalisme.

87 Kemitraan Partnership. 2011. Loc. Cit. Hal. 15.

38 Indozone. 2019. "Anak-anak di Perbatasan Lebih Memilih Sekolah ke Malaysia" (17/11/2019),
https://www.indozone.id/news/gEsPXg/anak-anak-di-perbatasan-lebih-memilih-sekolah-ke-
malaysia/read-all, diakses pada 26 April 2022 pukul 19.44 WIB.



https://www.indozone.id/news/qEsPXg/anak-anak-di-perbatasan-lebih-memilih-sekolah-ke-malaysia/read-all
https://www.indozone.id/news/qEsPXg/anak-anak-di-perbatasan-lebih-memilih-sekolah-ke-malaysia/read-all
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6) Pertahanan dan Keamanan

Aspek pertahanan dan keamanan (Hankam) terkait sangat
erat dengan pembangunan wilayah perbatasan dan status
penyelesaian garis batas antar negara. Isu yang mengemuka
adalah pengrusakan lingkungan, upaya memindahkan patok batas,
dan berbagai aktivitas illegal lainnya di perbatasan yang dilakukan
oleh masyarakat kedua negara. Selain itu, di wilayah perbatasan
masih terdapat tanah-tanah milik adat/ulayat yang diakui dan
dihormati oleh tatanan hukum di Indonesia. Tanah ulayat
berhubungan sangat erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat
perbatasan sehari-hari. Adakalanya tanah adat/ulayat itu terletak di
kedua sisi negara, sehingga kegiatan lintas batas seringkali
menjadi aktivitas sehari hari yang tidak terkontrol oleh administrator
perbatasan®. Personel dan sarana prasarana Hankam yang ada

saat ini beperag untuk mencegah setiap kegiatan lllegal yang

mengancam bagl Kelangsungan hidup manusia, tidak sebanding

dengan panjangnyag batas yang harus diawasi sehingga turut
memberi andil terha tumbuh suburnya aktivitas iliegal dan
pelanggaran hukum wilayah perbatasan. Beberapa bentuk
ancaman terhadap keamanan yang harus dihadapi di perbatasan
bila ditelusuri diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba. Data
kasus narkoba Prov. Kalbartahun 2016-2017 adalah sebanyak 531
Kasts—yang mgmgkat dar’iwt‘eﬂnun 2015-sehanyak 375 kasus?.
Téwu%ulan Maret 2021,“’%&'9%@5 Pehgamanan
Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 642 Kapuas-¢atam seminggu
berhasil mengamankan 3 (tiga) kardus berisi sabu seberat 50 kg di

Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan, Kab. Sambas*!.
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Kemitraan Partnership. 2011. Loc. Cit. Hal. 15-16.

Andilala. 2017. “Polda Tangkap 14 Tersangka Narkoba Sepanjang Januari’. (8/2/2017),
https://kalbar.antaranews.com/berita/346785/polda-tangkap-14-tersangka-narkoba-sepanjang-
januari, diakses pada 27 April 2022 pukul 19.25 WIB.

Cipta, Hendra. 2021. "TNI Kejar Penyelundup Narkoba di Perbatasan, Lepas Tembakan
Peringatan, Pelaku Kabur ke Malaysia". (12/3/2021),
https://regional.kompas.com/read/2021/03/12/120032478/tni-kejar-penyelundup-narkoba-di-
perbatasan-lepas-tembakan-peringatan?page=all, diakses pada 27 Aprli 2022 pukul 19.39 WIB.
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Badan Narkotika Nasional Prov. Kalbar, menyatakan bahwa
peredaran narkotika internasional masuk ke Indonesia khususnya
yang berada di wilayah Kalbar adalah melalui jalur-jalur perbatasan.
Jaringan narkotika internasional ini terus mencari celah untuk dapat
masuk ke Indonesia sebagai pangsa pasar potensial.
Penyalahgunaan narkoba berpengaruh langsung terhadap kualitas
SDM dimana apabila kualitas SDM memprihatinkan maka
kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai
hasil yang diharapkan terkait dengan program bonus demografi.

Pengelolaan wilayah perbatasan negara pada aspek
pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin
kelangsungan hidup suatu negara sehingga masyarakat di wilayah

perbatasan dapat memperoleh hidup yang layak.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA
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12. Umum

Dalam upaya untuk mencapai penguatan pembangunan nasional
diperlukan kehadiran pemerintah pusat melalui fungsinya yang meliputi :
Fungsi pelayanan yaitu pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi negara,
Fungsi pengaturan atau regulating function yaitu pemerintah mengeluarkan
kebijakan dan peraturan hukum yang berlaku bagi penyelenggara negara
maupun rakyatnya; Fungsi pemberdayaan yaitu pemerintah menumbuhkan
rasa kesadaran bagi masyarakatnya untuk memilih jalan hidupnya dalam
memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai kemampuannya®?. Fungsi pemerintah
telah memberikan kelelvasaan bagi masyarakat untuk berusaha dan
memperoleh perlidungan demi ngsungan hidup. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Presiden Jokowi ‘bahwa  dalam proses pembangunan, tentu
dibutuhkan keterlibatan tenaga nusia sebagal faktor utama pendukung
pembangunan. Dengan demikia mbangunan infrastruktur yang dilakukan
secara masif dan merata di penjuru Nusantara akan membuka lapangan
pekerjaan bagi masyarakat**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Indeks Pembangunan
Manusia; Nilai tradisional” dan Universal; Kondisi terselenggaranya
perlindungan, pelayanan ga‘r-w‘ peng%gﬂfgﬁ masyarakat yang diperoleh dari
Daia BPST an Si &Mn%as Lemhannas Ri TaMMﬁﬁe zﬁ menggambarkan
bahwa-masyarakat di wilayah perbatasan berada dalam—pesisi di bawah
Indeks Nasional. Data tersebut mendiskripsikan bahwa kesejahteraan,
kehidupan sosial antara warga negara dan penegakan hukum masih perlu

ditingkatkan dalam rangka mendukung penguatan Pembangunan Nasional.

42 7Zakky. -. “Fungsi Pemerintah Beserta Tujuan dan Perannya Bagi Masyarakat’.
https://www.seluncur.id/fungsipemerintah, diakses pada 2 Jun 2022 pukul 19.30 WIB.

48 BPMI Setpres. 2019. “Presiden Jokowi Ungkap Pentingnya Pembangunan Infrastruktur bagi
Indonesia”.  (14/11/2019), https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-ungkap-
pentingnya-pembangunan-infrastruktur-bagi-indonesia, diakses pada 24 Mei 2022 pukul 18.50
WIB.
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Terbentangnya garis perbatasan sepanjang 966 Km memunculkan
berbagai tantangan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu:
kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat luas, potensi sumber
daya alam yang sangat berlimpah, sumber daya manusia (SDM) yang
memerlukan penyiapan sejak dini, peningkatan lapangan kerja, peningkatan
jaringan jalan darat dan penerapan hukum yang tegas, komprehensif serta
mampu mengikat semua. Guna menjawab tantangan kebijakan pengelolaan
wilayah perbatasan, diperlukan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan
melalui peningkatan aspek kesejahteraan (prosperity) dan aspek keamanan
(security).

Sesuai UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pemerintah
telah menunjuk BNPP selaku Leading Sector dalam perencanaan
pembangunan fisik di wilayah perbatasan dengan senantiasa melakukan
sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
(K/L) dalam rangka memgpgroleh hasil Pembangunan Nasional yang lebih
optimal. f

Didalam bab ini yang merupakan pagian inti dari penulisan Taskap, akan
dilakukan analisa terhadap. regulasi, keberadaan lembaga, implementasi
sinergi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan beberapa teori, data dan
fakta aktual, serta kondisi lingkungan strategis untuk menemukan akar
permasalahan dan selanjutnya akan disampaikan solusi penanganan yang

tepat.

1 AR M A
- LA ai" ¥V
N\ Vi “,"‘

A .
AN
P11 \ IV

ReguIaS|F>eJn|g]eJlo!%tan Pérbatasan dalam [I\J'ler%lhgil‘;atkah Keséjahteraan
daneamanan di Prov. Kalbar

Untuk mewujudkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan yang efektif, BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sehari-hari dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP (Settap BNPP) yang
senantiasa memberikan dukungan teknis, koordinatif, dan administratif
kepada BNPP. Agar diperoleh koordinasi yang optimal dalam Pembangunan
Nasional maka diperlukan suatu regulasi yang dapat menguatkan

kewenangan BNPP.
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a. Kewenangan BNPP Yang Bersifat Eksekusi Dalam Mengelola
Wilayah Perbatasan
Kewenangan yang terdapat pada suatu lembaga negara sangat
penting dalam menjalankan roda pemerintahan. BNPP merupakan
Lembaga Non Struktural yang telah diberi kewenangan oleh undang-
undang untuk mengelola kawasan perbatasan di wilayah NKRI. Untuk
melaksanakan wewenangnya, BNPP mengundang dan
mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non
kementerian, dan pejabat lainnya dari lembaga pemerintah, Pemda dan
non pemerintah untuk mengkoordinasikan dan merumuskan rencana
program pembangunan di wilayah perbatasan. Namun pada
kenyataannya, kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan selama ini
belum terintegrasi dengan baik antara BNPP dan K/L. Hal ini disebabkan
oleh karena K/L cenderung berjalan berdasarkan kepentingan masing-

rpaduan®t, sehingga kewenangan untuk

masing dan mengabaikan
mengintegerasikan rencan ogram K/L masih mengalami hambatan
dan berpengaruh langsun rhadap hasil pembangunan nasional di
wilayah perbatasan.

Hal ini diperkuat den wawancara antara penulis dan pejabat
BNPP yang menyatakan bahwa koordinasi BNPP dengan K/L dalam hal
perencanaan, penganggaran, rencana induk dan rencana aksi
pengelolaan di kawasan pefbatasan-masih lemah karena kewenangan
yang dimitiki terbatag&.H MA

T&ym}élrﬁrﬂﬂﬁoengelolaan batas Mkﬁsﬂpﬁe\ég}a dan” kawasan
perbatasan sebagaimana yang telah diatur dalam*“Uu-iNo. 43 Tahun
2008, Pasal 10 Ayat (1), memberikan kewenangan yang kuat bagi BNPP
namun berbeda dengan Pasal 15 Ayat (1) yang seolah olah kewenangan
pengelolaan kawasan perbatasan bersifat terbatas, tidak serta-merta
didelegasikan oleh Pemerintah kepada Badan Pengelola. Wewenang

sebagaimana dalam UU Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 15 Ayat (1)

44 Perka BNPP No. 3 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024.
45 Hasil wawancara dengan pejabat Keasdepan Potensi Darat Kediputian 2 BNPP, Bapak Barlianto
Nababan tanggal 9 Juni 2022 di kantor BNPP, Jakarta
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mengatur bahwa “Badan Pengelola bertugas: (a) menetapkan kebijakan
program pembangunan perbatasan, (b) menetapkan rencana kebutuhan
anggaran, (c) mengoordinasikan pelaksanaan, dan (d) melaksanakan
evaluasi dan pengawasan.”

Jika merujuk pada definisi dari seorang ahli, Theo Haimann,
mengartikan bahwa koordinasi sebagai sinkronisasi yang teratur dari
upaya-upaya untuk menyediakan jumlah, waktu, dan kualitas
pelaksanaan efisien sehingga secara sinergis mengarah pada tujuan
umum perusahaan atau organisasi*®. Kata koordinasi bila dihadapkan
pada Pasal 15 Ayat (1), memberikan makna bagi BNPP yang seperti saat
ini, yaitu sebagai lembaga yang bertugas mendata/mengumpulkan
rencana program pembangunan dari K/L dan selanjutnya dijadikan
dalam suatu program pembangunan wilayah perbatasan.

Pola pengelolaan wilayah perbatasan yang bersifat koordinatif

seperti ini menjadi tantang esarbagi BNPP, karena efektivitas kerja

BNPP bergantung pada itmen K/L sebagai pelaksana teknis

pembangunan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Apabila pola
hubungan kerja antara. BNPP dengan K/L tetap dipertahankan seperti
saat ini, maka akan sangar sulit bagi BNPP untuk menperoleh
perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan yang efektif.

Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian (discrepancy) dalam
menterjemahkan dan merumuskan kewenangan Badan Pengelola dari
wewenang pengelogan kepada %ﬂewenang administrasi” (tugas dan
fungsl adnHﬁNaﬁ) Padahal, Badan Peﬁ%@'gneru%kan representasi
dari-——Pemerintah untuk menyelenggarakan weweénang— (substantif)
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat (1).

Guna memperkuat peran BNPP dan mencegah adanya
kecenderungan bagi K/L berjalan sesuai kepentingan masing-masing

maka perlu merevisi regulasi UU No. 43 Tahun 2008 dengan

46 Raharja, Algonz D.B. 2022. “Koordinasi: Pengertian Menurut Para Ahli, 3 Tujuan, Jenis, Serta
Beberapa Contohnya”. (25/3/2022), https://www.ekrut.com/media/koordinasi-adalah, diakses
pada 13 Juni 2022 pukul 01.20 WIB.
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penambahan kewenangan eksekusi (wewenang pengelolaan) dengan
merevisi Pasal 15. Hal ini sesuai dengan teori regulasi yang
dikemukakan oleh Ghozali dan Chariri (2007) yang berpendapat bahwa
regulasi ditetapkan sebagai tanggapan munculnya krisis yang tidak bisa
diidentifikasi, dan yang mendorong disusunnya regulasi adalah krisis itu
sendiri yang menuntut pihak-pihak terkait menentukan standar®’.

Kewenangan yang diharapkan merupakan kewenangan yang lebih
besar bersifat eksekusi dengan merevisi UU No. 43 Tahun 2008 pada
Pasal 15 ayat (1) menjadi “Badan Pengelola bertugas: (a) menetapkan
kebijakan program pembangunan perbatasan, (b) menetapkan rencana
kebutuhan anggaran, (c) Melaksanakan pengelolaan pembangunan
Kawasan Perbatasan, dan (d) melaksanakan evaluasi dan
pengawasan.”

Dengan adanya perubahan wewenang yang dimiliki BNPP dari
yang semula mengkeordinasikan pelaksanaan menjadi melaksanakan
pengelolaan pembangunan }jawasan Perbatasan maka BNPP akan
mudah mengintegrasikan = kebijakan program pembangunan K/L
sehingga terwujud keterpaduan antara program K/L yang satu dengan

yang lainya.

b. BNPP Menjadi Lembaga yang Kuat dalam Mengelola Wilayah
Perbatasan Melalui Keselmbangan Kesejahteraan dan Keamanan
BNPR dlbentuk séb&a‘{g\g; : lre]s'gons atas SI'[u7aSI serta tuntutan
kebu“tu\han AR ‘upaya mempercepa# ’bér%\aqﬁéanan ketertinggalan di
kawaSan perbatasan Indonesia, dengan demikian“BiPPperlu diberi
kekuasaan yang lebih besar agar menjadi lembaga yang kuat dalam
melakukan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan+.
Sebagai gambaran, BNPP saat ini hanya memiliki kewenangan
dalam  mengkoordinir  program pembangunan yang bersifat

kesejahteraan saja. Masalah keamanan di wilayah perbatasan saat ini

47 Perwitasari, Kurnia Desy. 2017. Op. Cit.

48 Saiman. 2017. “Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan
Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”. Jurnal Sospol, Vol.
3 No. 1, (Januari-Juni 2017), hal. 149.



36

masih bersifat sektoral dimana apabila tidak ada keselarasan dalam
pengamanan wilayah perbatasan maka akan menjadi peluang bagi
pelaku illegal untuk melakukan aksinya. BNPP seharusnya ikut
bertanggung jawab dalam masalah keamanan seperti yang telah
dilaporkan dalam evaluasinya bahwa belum optimalnya pengawasan
akibat rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi
pengawasan*?,

Apabila ditelaah lebih jauh, organisasi BNPP sesuai dengan
Perpres No 44 Tahun 2017, memiliki 3 Deputi yaitu Deputi Bidang
Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi
Kawasan Perbatasan; Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan
Perbatasan. Secara garis besar, tugas pokok dan fungsi dari ketiga
Deputi pada BNPP adalah melaksanakan tugas dalam pemanfaatan
Batas Wilayah Negara; pembangunan dan pengelolaan potensi

Kawasan Perbatasan;dan

bangunan dan pengelolaan infrastruktur
Kawasan Perbatasan. Tu Pokok ketiga Deputi tersebut belum
menyentuh masalah = kea amgy/Padahal antara keamanan dan
kesejahteraan saling men ng dan berhubungan antara yang satu
dengan yang lainnya.
Guna terciptanya situasi yang kondusif di wilayah perbatasan,
maka perlu peningkatan kembali BNPP sebagai strong secretariat yang
bertanggung jawab terhadﬂ:) Keseimbangan antara keamanan dan
kesejahteraan dalarp‘%‘r?g\gkaaneﬂrfﬂukung pengUatan Pembangunan
Nasﬂ(—)ﬁall\lrmﬁﬂf%visi Undang-UndangM&NQr%[}J’r% Prestden.
1)—UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara-Pasal 15, Ayat (1)
menjelaskan tentang tugas Badan Pengelola, salah satunya pada
point a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan.
Tugas ini seharusnya dapat dipertegas, tidak hanya masalah
kebijakan program pembangunan perbatasan namun juga pada
kebijakan program peningkatan pengamanan perbatasan.

Sehingga usulan tambahan tugas Badan Pengelola vyaitu

49 Perka BNPP No. 3 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024.
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pengamanan perbatasan perlu di tambahkan ke dalam UU No 43
Tahun 2008 tentang wilayah negara dengan merevisi pada pasal
15 Ayat (1) yang semula point a. menetapkan kebijakan program
pembangunan perbatasan, menjadi a. menetapkan kebijakan
program pembangunan perbatasan yang meliputi kesejahteraan
dan keamanan.

Perpres No. 44 Tahun 2017, telah menjelaskan organisasi BNPP
yang terdiri dari sekretaris BNPP, Deputi bidang pengelolaan batas
wilayah Negara, Deputi bidang pengelolaan kawasan perbatasan,

serta Deputi bidang pengelolaan infrastruktur.

PENGARAH BNPP:

1. Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Wakil Ketua Pengarah II: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kchudayaar
4. Wakil Ketua Pengarah III: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

ANGGOTA BNPP:

1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Pertahanan

KEPALA BNPP:

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

4
5
6
1
8
9.

10.
11
12
13

14
15

16.

17,
18,
19

20.

2

2
23
b2}

2

26,

27.

28

Menteri Keuangan

. Menten Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Kesehatan

Menteri Perindustrian

Menteri Perdagangan

Menteri ESDM

Menteri PUPR

Menteri Pethubungan

Menteri Komunikasi dan Informatika
Menteri Pertanian

Menteri Linglungan Hidup dan Kehutanan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Menteri ATR/Kepala BPN

Menteri PPN/Kepala Bappenas
Menteri BUMN

Menteri Koperasi dan UKM
Panglima TNT

Kepala POLRI

Kepala BIN

Kepala BNN

Kepala BIG

Kepala BNPT

Kepala BAKAMLA

Gubernur yang Memiliki Wilayah Perbatasan Negara (13 Gubernur)

Menteri Dalam
Negeri

Sekretaris
BNPP

Deputi Bidang
Pengelolaan Batas
Wilayah Negara

Deputi Bidang
Pengelolaan
Potensi Kawasan
Perbatasan

Deputi Bidang
Pengelolaan
Infrastruktur
Kawasan
Perbatasan

—_——-l o —
Deputi Bidang |
Pengamanan |

Kawasan
Perbatasan

Gambar 2. Susunan orgaﬁiﬁﬂm% Rencana Penambahan Jabatan.
TAN RV.
lgﬁ%adapkan dengan tah%&!\g tugé kedepan terkait

kKeamanan wilayah perbatasan, maka perlu difakikan validasi
organisasi BNPP dengan penambahan jabatan Deputi Bidang
Pengamanan Kawasan Perbatasan yang dibantu oleh Asisten
Deputi Bidang Pengamanan Perbatasan Darat, Asisten Depulti
Bidang Pengamanan Perbatasan Laut, Asisten Deputi
Pengamanan Wilayah Udara dan Asisten Deputi Pengamanan
Wilayah PPKT serta Sekretaris Deputi. Penambahan jabatan
Deputi

bidang pengamanan kawasan perbatasan, nantinya

merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pertahanan
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karena pada Permenhan No 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan
Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan,
Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Rencana aksi tata ruang
kawasan perbatasan negara di bidang pertahanan dilakukan
melalui program pembangunan dan pemberdayaan wilayah
pertahanan di kawasan perbatasan negara. Hal ini memberi arti
bahwa Rencana Aksi dimaksud adalah Rencana Aksi yang telah
diprogramkan oleh BNPP.

Guna menjamin terlaksananya Rencana Aksi pengelolaan
wilayah perbatasan melalui keseimbangan antar kesejahteraan dan
keamanan serta tercipta keselarasan antara UU No 43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI
maka penambahan jabatan Deputi Bidang Pengamanan Kawasan
Perbatasan di BNPP sangat dipandang perlu dengan

menempatkan Pati T

berpangkat Letjen TNI (Eselon 1) agar
sejajar dengan pejabatde puti lainnya.
Ner43 Tahun 2008 dan Perpres No. 44

gaillembaga Non Strktural (LNS) menjadi

Dengan adanya\Revis
Tahun 2017, maka BNRP s
lembaga yang strong secretariat yang dalam melaksanakan tugas ke
depannya, BNPP akan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat di
wilayah perbatasan dan dapat mengerahkan Satuan TNI yang berada di
wilayah perbatasan untuk terllbat Iangsung dalam mensukseskan tugas
BNPP. Apalagi tugas‘}h\ Saat i leb41 kuat-melatti dlterbltkannya Inpres

Na. f*‘a‘ﬂtﬁl\bﬁ‘zz tentang PercepaMAMg'wﬁqa%san Kemiskinan
Ekstrem, dimana tugas TNI adalah memberikan— dukungan
pendampingan SDM, penyiapan dan pemanfaatan sarana dan
prasarananya terutama di wilayah sulit akses dalam rangka percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem.

14. Keberadaan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang
Menangani Pengelolaan Perbatasan

Sesuai dengan Perpres No.44 Tahun 2017, BNPP memiliki anggota yang

terdiri dari 20 kementerian, 7 LPNK dan 13 gubernur (provinsi yang
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berbatasan dengan negara tetangga). Sebagai upaya dalam memudahkan
koordinasi di daerah maka diterbitkan Permendagri No. 140 Tahun 2017
tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD), yang
selanjutnya ditindaklanjuti dengan, Pergub Kalbar No. 67 Tahun 2019 untuk
membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalbar dan
selanjutnya diikuti pula dengan pembentukan BPPD di Kab. Sambas,
Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.

Berdasarkan regulasi yang telah dijelaskan maka Instansi yang berperan
dalam pembangunan nasional di wilayah perbatasan tidak hanya BNPP
namun keberadaan K/L, Gubernur dan BPPD pun menjadi bagian dari
pengelolaan wilayah perbatasan. Keberadaan instansi ini, sangat diharapkan
dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh masyarakat di
wilayah perbatasan baik masalah kesejahteraan maupun masalah keamanan.
a. BPPD Sebagal Ujung Tombak Perencanaan Dalam Pengelolaan

Perbatasan
Berdasarkan Pergub Jgalbar No. 67 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasiyiugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
BPPD Provinsi Kalbar,. BPPD memiliki tugas menetapkan kebijakan
program pembangunan pefbatasan, menetapkan rencana kebutuhan
anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan
evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara

dan kawasan perbatasan sesuat-ketentuan peraturan perundang-

uAR V A
\HARN ",' J,J

undangan

Da&ar*n| keseharlannya BPPL rlnerL*nb;\r‘J]tu “Gubemtr  dalam
perefitanaan program Pembangunan Nasional di Witayah perbatasan
dengan memberikan masukan tentang rencana program pembangunan
di wilayah perbatasan. Rencana program pembangunan merupakan
produk Gubernur yang akan diajukan dan dilaporkan kepada BNPP.
Namun dalam implementasinya, program pembangunan wilayah
perbatasan yang diajukan oleh gubernur tidak seluruhnya dapat di

programkan oleh BNPP sehingga program yang diajukan oleh gubernur
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kepada BNPP cenderung tidak dapat direalisasikan akibat kepentingan
program pembangunan K/L yang telah direncanakan sebelumnya®°.

Kondisi ini tentunya akan menciptakan hubungan kerja yang in-
efisien antara BNPP dan BPPD, apalagi keberadaan program
pembangunan yang telah direncanakan oleh Gubernur sebagai anggota
BNPP tidak terwadahi sehingga akan berpengaruh terhadap menurunnya
Indeks Pembangunan Nasional di Prov. Kalbar.

UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pasal 9, telah
memberikan mandat bagi Pemerintahan Daerah untuk memiliki
kewenangan dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah
negara dan kawasan perbatasan, namun sangat berbeda setelah
diterbitkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
361 Ayat (2) menjelaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di
kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan
dan pemanfaatan kawas perbatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenal wilayah negara, selanjutnya
pada Ayat (4) menjelaskan bahwasGubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan
perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat. UU No. 23 Tahun 2014 memberi arti bahwa Pemerintah Pusat
bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan di wilayah
perbatasan sedangka ‘—{)eran Gubernur hanya mengoordinasikan dan
memfasmtaSI pelaksgman pembarﬁunan di-witayah-perbatasan yang
dlselenggmeﬁeh Pemerintahan agmya%gs/l étn begélan lancar.
Adanya perbedaan peran Pemerintahan Daerah yangteriuang dalam UU
No. 43 tahun 2008 dan UU No 23 tahun 2014 dalam mengelola wilayah
perbatasan menyebabkan tumpang tindih antar peran Pemerintahan
Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tumpang tindih dapat diartikan
sebagai bercampur aduk, saling berbeda (bertentang)l. Tumpang tindih

yang paling terdampak adalah keberadaan Gubernur yang tidak dapat

%0 Hasil wawancara dengan pejabat Kepala BPPD Prov. Kalbar, Bapak Alexander di Kantor BPPD,
Prov. Kalbar tanggal 14 Juni 2022.
51 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
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secara leluasa melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan.
Terdapat beberapa resiko bila suatu program pembangunan di daerah
tidak terealisasikan, yaitu: 1) Pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk
penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman akan
terhambat; 2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
dan prasarana kesehatan masyarakat tidak terpenuhi; 3) Pembangunan,
pengembangan dan pemelliharaan sarana dan prasarana pendidikan,
sosial dan kebudayaan tidak dapat memenuhi pencapaian SDM yang
mumpuni; 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi
pembangunan dan pemeliharanaan sarana produksi dan distribusi tidak
bejalan dengan lancar; 5) Pembangunan dan pengembangan sarana
prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

tidak terwujud.

Secara mekanisme rja, ~dalam pembangunan di wilayah
perbatasan seharusnya di
dilakukan oleh BPPD ter
perbatasan sebagai bahan

dari BNPP. Selanjutnya,

lai‘dari pemetaan pembangunan yang
appkabupaten yang berada di wilayah
oran kepada Gubernur selaku anggota
n laporan dari BPPD di gunakan oleh
Gubernur sebagai bahan rapat dengan BNPP yang pada rapat tersebut
dihadiri pula oleh K/L dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan,
rencana induk dan rencana ak5| ngelolaan serta pemanfaatan batas
Wllayah negara darplgwasan l%éﬂcana Induk {/,ang telah tersusun
dlusuﬂ%an li@pbh%‘ Presiden guna m%@ﬁ Ahetapan Setelah
ditetapkan oleh Presiden, maka Kepala BNPP mengetuarkan rencana
aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
dimana pelaksanaan teknis pembangunan batas wilayah negara dan
kawasan perbatasan dilakukan oleh K/L. Walaupun mekanisme kerja
telah dilakukan secara sitematis namun seringkali terdapat perbedaan
prioritas sasaran pembangunan di wilayah perbatasan sehingga
Pemerintahan Daerah harus mencari alternatif lain agar prioritas

pembangunan di daerahnya tetap dapat terlaksana.
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Guna mencegah ketertinggalan dan prioritas pembangunan di
wilayah perbatasan tetap dapat dilaksanakan maka Gubernur selaku
kepala daerah dapat mempedomani UU No. 23 Tahun 2014 yang telah
memberikan hak otonomi kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus
dan mengatur semua urusan di daerahnya dengan tujuan dapat
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
UU No 23 Tahun 2014 memberikan peluang bagi Pemerintahan Daerah
untuk menata wilayah perbatasan guna meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman
daerah dalam sistem NKRI.

Berkaitan dengan pembangunan wilayah perbatasan yang menjadi
prioritas maka pemberian kewenangan dan anggaran merupakan solusi
bagi pemerintahan dagrah agal kelembagaan di wilayah perbatasan
atasan. Pada UU No. 23 Tahun 2014

pasal 5 Ayat (4) mengamanatkan bahwa

yang mengelola wilayah
tentang Pemerintahan Dae
Penyelenggaraan Urusan erintahan di daerah dapat dilaksanakan
berdasarkan asas ~Desantralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan. Selanjutnya pada Pasal 258 Ayat (2) mengamanatkan
bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan
Urusan Pemerintahanyang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian
mtegral dari Pembg Uhaf NaSIdﬂaI Tentunya hal ini merupakan
pe|uangN[Jjé?\|ﬂe%enntahan daerah, MM%pat%emperoleh asas
bekeonsentrasi yang disertakan dengan Dana Alokast-umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga dapat melaksanakan percepatan
Pembangunan Nasional.

Gubernur dan BPPD harus tetap berkomitmen untuk selalu dapat
melakukan pembangunan di daerah dengan mengerahkan segala
kemampuan yang ada sehingga tidak terjadi kekosongan pembangunan
di wilayah perbatasan. Gubernur dan BPPD dalam mengajukan rencana
program pembangunan kepada BNPP harus membuat rencana

pembangunan yang bersifat alternatif sehingga siap menghadapi
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dinamika pembangunan yang dilakukan oleh K/L. Upaya rencana
alternatif ini akan menghindari tumpang tindih keberadaan lembaga
dalam mengelola perbatasan yaitu antara BNPP, Gubernur dan BPPD.
Hak Otonomi yang dimiliki oleh Gubernur dapat mempercepat
pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat wilayah perbatasan
dengan melengkapi sarana dan prasarana yang telah di bangun oleh K/L

dengan titik berat pada sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

BNPP Menjadi Lembaga Bersama Yang Efektif Dalam Berkoordinasi

Permasalahan yang pernah diutarakan dalam Rencana Strategis
Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024 adalah tidak adanya keselarasan
antar BNPP dengan K/L termasuk BPPD. Ketidakselarasan ini, tampak pada
beberapa daerah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur atau
jaringan jalannya. Hal ini pernah diutarakan oleh Sekda Kab. Sintang,

Yosepha Hasnah yang su mengusulkan 11 kali untuk peningkatan

akses jalan di wilayah perbatasan Kab. Sintang®2. Minimnya jaringan

jalan berdampak pada aksesibilitas jaringan telekomunikasi dan jaringan
listrik (pemancar atau transmisi radio dan televisi, BTS, distribusi BBM,
jaringan listrik) yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan
perbatasan.

Guna mengeliminir ketidakselarasan pembangunan diwilayah
perbatasan maka diperttkan—pembentukan lembaga bersama yang
nantinya-.dapat beﬂé’él‘arﬁgﬂ Mﬁtﬁm menyelaraskan perencanaan
Pem%dﬂ&l\&@sional yang diusulkarﬂV%N&a% Daerah dengan
Program K/L baik aspek kesejahteraan maupun aspe keamanan.

Terbitnya UU No 43 tahun 2008 menjelaskan bahwa hubungan
antara BNPP dan BPPD bersifat koordinasi, BNPP tidak membawabhi
langsung BPPD dan tidak ada hierarki antar BNPP dan BPPD. Kondisi

ini menimbulkan permasalahan baru yang semakin jauh dari keselarasan

52 Teofilusianto Timotius, Jalan perbatasan RI-Malaysia di Sintang-Kalbar diusulkan jalan negara
Kamis, 8 Oktober 2020 14:32 WIB, https://www.antaranews.com/berita/1771589/jalan-perbatasan-
ri-malaysia-di-sintang-kalbar-diusulkan-jalan-negara, diakses pada tanggal 5 Agustus 2022, pukul

20.16 Wib.
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dalam perencanaan Pembangunan Nasional bahkan menimbulkan gap
yang baru dalam koordinasi antara BNPP, Gubernur dan BPPD.
Berdasarkan teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Scot
dalam Hessels dan Terjesen (2008) berpendapat bahwa dalam usaha
menjaga stabilitas diperlukan suatu lembaga yang memperhatikan
beberapa unsur seperti rules, norms, peran, cultural benefit dan sumber
daya yang bisa membentuk komitmen dari suatu organisasi dan
mewujudkan stabilitas dari kebijakan-kebijakan dan program-program

yang ada®3,
K/L BNPP GUBERNUR
KAROREN
I_ " -I ~ TN _I
KABAG
I I PERANGKAT
:PERBATASAN: ----- R R

Gambah3. mbagaan Bersama

Guna memudahkan dafam berkoordinasi maka diperlukan suatu
Lembaga Bersama dimana Lembaga bersama ini didesign dengan
mengusulkan pejabat dari masing masing K/L sebagai Kabag
Perbatasan yang S%Se‘gwgwmim%i berkedudukan di bawah Pejabat
Kar namun.secara operasional berk di bawah BNPP.
Seh?rw;mgfl‘iﬁewaéaan lembaga ini akan M&n@]?rgn%gap antara BNPP,
K/L, Gubernur dan BPPD.

Pembentukan lembaga bersama tersebut akan memberikan
dampak positif bagi perkembangan pembangunan di wilayah
perbatasan. Bagaimanapun juga pengelolaan wilayah perbatasan
memerlukan peran BNPP yang kuat dan sinergis berkolaborasi dengan
K/L termasuk Pemda. Penambahan jabatan Kabag Perbatasan di bawah

Karoren Kementerian akan memudahkan koordinasi antara daerah dan

53 Gainau, Paskanova Christi. 2014. Op. Cit.
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pusat dalam menentukan kebijakan program Pembangunan Nasional di
wilayah perbatasan. Pembentukan lembaga bersama saat ini sangat
diperlukan dengan segera untuk mencegah terjadinya keterlambatan
dalam perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, Lembaga
bersama ini diharapkan memiliki pedoman birokrasi pelayanan khusus
dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan
sehingga akan memperkuat efektifitas koordinasi. Apabila lembaga
bersama ini tidak segera dibentuk tentunya akan menimbulkan resiko

yang berdampak pada perencanaan kebijakan Pembangunan Nasional.

Implementasi Sinergitas Kementerian/Lembaga Pemerintah
Nonkementrian Terkait Saat Ini Untuk Mencapai Efektifitas
Keseimbangan Kesejahteraan Dan Keamanan

Kesenjangan pembangunan infrastrukiur antara Indonesia dengan

negara tetangga telah mengakib n masyarakat di wilayah perbatasan lebih

mudah mengakses ke negara ngga dari pada ke negaranya sendiri.

Ketersediaan sarana dan pra namsyang masih minim seperti pusat
kesehatan masyarakat, sekola an pasar menyebabkan masyarakat di
wilayah perbatasan cenderung melakukan akiifitas kesehatan, pendidikan dan
ekonomi di wilayah negara tetangga, atau bahkan terlibat dalam kegiatan-
kegiatan ekonomi illegal, dengan cara melakukan lllegal Entry seperti yang
telah dilaporkan oleh Koops Pamtas Kodam XII/Tpr (2021)

KondIS| SOSIal ekon&r\negara tetdﬂgga yang-tebitbaik dibandingkan
negara sen I HAN&{bkan kehidupan sosMAN%ml A%\syarakat wilayah
perbatasa menjadi sangat bergantung kepada negara—tetangga. Untuk
mengatasi kondisi ini agar tidak berkelanjutan diperlukan adanya sinergi dan
integrasi antar lembaga guna mempercepat penguatan pembangunan
nasional di wilayah perbatasan melalui keseimbangan kesejahteraan dan
keamanan. Sinergi lembaga yang dilakukan BNPP tidak hanya dengan
lembaga Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perbatasan namun BNPP telah melibatkan diri dalam Forum Kerjasama
Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK

Sosek Malindo) yang membahas dan menyepakati permasalahan akses



46

sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan perbatasan tersebut serta isu-isu lalu

lintas perbatasan termasuk didalamnya keamanan perbatasan antar negara®*.

a. Sinkronisasi Program Pembangunan Antar Lembaga Berdampak
Positif Pada Aspek Kesejahteraan dan Keamanan

Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan, BNPP
mengedepankan sinergi kebijakan dan program K/L, sehingga
pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan walaupun terdapat
kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan yang pernah terjadi,
yakni pengelolaan wilayah perbatasan yang berjalan masing - masing,
ego sektoral telah mengakibatkan overlapping dan redundance serta
salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan®®.

Ego sektoral yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan
perencanaan pembangunan nasional antara yang diinginkan oleh BNPP
dengan K/Lyang memiliki tugas dan fungsi serta anggaran program
prioritas masing masing®® sehingga BNPP harus bekerja keras,
melakukan sinergi antara dengan mempedomani RPJPN Tahun
2000-2025, RPJIJMN Tahun 2020:2024 dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) setiap tahunnya.. Dengan mempedomani RPJPN Tahun 2000-
2025 dan RPJMN Tahun <2024 maka K/L yang menjadi anggota
dalam BNPP harus melibatkan din dan berkomitmen pada
Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan Prov. Kalbar.

Mengacu pada teorl Slnergltas dikatakan bahwa sinergitas
merl_ipakan hubung% i aitaia 'ﬂua pihak—atau-lebih yang bisa
mengﬁésnk!aﬁmiekatan komunikasi aple&N%dapén kepada elemen
kepercayaan dan peran sehingga akan mendapatkarn-eutputiebih besar
dari semua hasil keluaran setiap pihak. Berdasarkan teori ini dapat
disimpulkan bahwa sinergitas antara BNPP, Gubernur, BPPD dan K/L
akan mendapatkan output yang besar dalam mempercepat

pembangunan nasional.

5 Sasmita, Prameswari. 2021. Op. Cit.

5 Perka BNPP No. 3 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024.

% Redaksi Darilaut.id. 2019. “LIPl: Pengelolaan Program di Perbatasan Tumpang Tindih”.
(18/11/2019), https://darilaut.id/berita/lipi-pengelolaan-program-di-perbatasan-tumpang-tindih,
diakses pada 7 Juni 2022 pukul 15.53 WIB.
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Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mempercepat
Pembangunan Nasional maka BNPP, Gubernur, BPPD dan K/L harus
menerapkan strategi-strategi yang efektif sehingga kebijakan program
pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, adalah:
1) Memperkuat mekanisme koordinasi BNPP, Gubernur. BPPD dan KI/L
dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional dengan
memperhatikan keseimbangan antara aspek kesejahteraan dan aspek
keamananan; 2) BNPP, Gubernur dan BPPD memfasilitasi dan
mengkoordinasi perencanaan penyusunan program-program yang
dilaksanakan oleh K/L; 3) Mengembangkan tata kelola perbatasan
negara berbasis kewenangan dan kelembagaan yang spesifik/asimetris
sesuai kebutuhan kawasan perbatasan; 4) Mendorong kebijakan
asimetris dan pemenuhan sarana dan prasarana kecamatan perbatasan;

dan 5) Melakukan evaluasi dan memperkuat pengawasan secara

terintegrasi agar perencan dan pelaksanaan kebijakan dapat lebih

terarah, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Untuk mendukung terlaksananya penerapan strategi efektif yang
telah diuraikan diatas ‘maka kepemimpinan dan kualitas SDM sangat
menentukan. Settap BN yang diketuai oleh Sekretaris BNPP
walaupun secara garis komando tidak berhubungan langsung dengan
Deputi. Dimana keberadaan Deputi yang berada langsung dibawah
Ketua BNPP dalam hal Tyl Mendagrl harus dapat menciptakan
harmonlsaSI hubun@an ketja Mf%an pr|n3|p bakhwa pengelolaan
perbatasahIMA%akan tanggungjawab“@RMang%|Iaksanakan oleh
Settap BNPP. (Gambar 2. Susunan organisasi BNPP):

Sinergi TNI dengan L/K di wilayah perbatasan telah dilakukan untuk
menghindari ego sektoral. Tugas perbantuan ini dilaksanakan oleh
Kodam Xll/Tanjungpura selaku Komando Operasi dengan mematuhi
Permenhan No 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah
Perbatasan, memerintahkan kepada Satuan TNI yang sedang
melaksanakan tugas pengamanan perbatasan agar melaksanakan

pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan, melalui Operasi
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Bhakti dan Karya Bhakti melalui kerja sama dengan K/L terkait dalam
rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Salah satu bentuk perbantuan TNI yang pernah dilakukan adalah
membuka jalan baru sepanjang 520,85 Km di perbatasan Kalimantan
yang menjadi program prioritas Kementerian PUPR®’ termasuk
penempatan 20 BTS di Pos Perbatasan untuk membantu masyarakat di
sekitar Pos perbatasan dalam pengembangan sektor pendidikan bagi
anak-anak sekolah melalui komunikasi digital®8.

Komitmen untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan
terasa semakin kuat, melalui koordinasi dengan K/L yang terkait
langsung dengan pengelolaan wilayah perbatasan, BNPP telah
mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program
pengelolaan wilayah kawasan perbatasan secara terintegrasi dan
terpadu guna menghindari terjadinya ego sektoral melalui rencana aksi
BNPP.

Rencana Aksi Rengel n Batas Wilayah Negara dan Kawasan

Perbatasan di Prov.| Kalbar merupakan guidance dalam penguatan

pembangunan nasional ya emperhatikan aspek kesejahteraan dan

keamanan. Rencana Aksi di susun harus merupakan hasil sinergi

antara K/L dengan BNPP dan masukan dari BPPD serta Roadmap BNPP

2020-2024 dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
Prov. Kalbar. Rencana-aksi gkan ditaksanakan adalah sebagai berikut:

R Aspek Kesg}a‘—t‘w‘téaRarM MA

T Nlj)‘\%PP bersinergi dené\gnANQn%}{é%; Metaksanakan

kekarantinaan kesehatan, sosialisasi pelaksanaan karantina,

dan bimbingan teknis pelaksanaan kekarantinaan kesehatan

di Pintu Masuk Negara; dan melaksanakan pembangunan

dan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang

57 Fitra, Safrezi, 2017. “Libatkan TNI, Kementerian PUPR Bangun Jalan 520 Km di Perbatasan”.
(20/3/2017), https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a5679cacba/kementerian-pupr-dan-tni-
bangun-520-km-jalan-di-perbatasan-kalimantan, diakses pada 27 Mei 2020 pulkul 14.31 WIB.

58 Laporan Hasil Penelitian Dan Survei Tahap-2 Sarana Prasarana Daerah Pertahanan Depan
Kodam Xii/Tpr Tgl 6 S.D 11 September 2021



https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a5679cacba/kementerian-pupr-dan-tni-bangun-520-km-jalan-di-perbatasan-kalimantan
https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a5679cacba/kementerian-pupr-dan-tni-bangun-520-km-jalan-di-perbatasan-kalimantan

49

operasional Rumah Sakit dan Puskesmas serta penguatan
promosi, surveilans dan tata laksana gizi.
b) BNPP Dbersinergi dengan BP-PMI melaksanakan
sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI), Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI
non Pemerintah, penanganan PMI bermasalah, sakit,
meninggal, dan pemberdayaan PMI purna dan keluarganya.
c) BNPP bersinergi dengan Kementan mengembangkan
kawasan sentra produksi tanaman berbasis teknologi baik
buah buahan maupun padi, lada dan tanaman obat di wilayah
perbatasan.
d) BNPP Dbersinergi dengan Kominfo melaksanakan
penyediaan infrastruktur TIK/BTS di wilayah perbatasan.
e) BNPP bersinergi dengan KemenLHK melaksanakan
rehabilitasihutan’dan lahan secara vegetatif.
f) BNPR inergi dengan KemendesaPDTT,
melaksanakan”p gkatan jalan strategis desa di kawasan
perbatasan.
g) BNPP berstnergi dengan KemenESDM melaksanakan
pengembangan Jaringan distribusi listrik di kawasan
perbatasan.
h) BNPP bers'ﬁer i—~dengan Kemensos melaksanakan
Rrogram Pgl\:‘a%a Haragah dan-BRNT/ Kartu Sembako.
TANWANJ%PP bersinergi den&ﬂANgn%yd%g metaksanakan
Pembangunan/Revitalisasi Pasar.
) BNPP bersinergi dengan Kemenperin melaksanakan
pelatihan IKM (Industri Kecil Menengah).
k) BNPP bersinergi dengan Kemdikbudristek
melaksanakan pengadaan peralatan pengajaran,
rehabilitasi/pembangunan sekolah serta pengadaan
peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK),
pembangunan laboratorium komputer, pembangunan

perpustakaan.
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) BNPP bersinergi dengan KemenPUPR melaksanakan
pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah
(SR).

2) Aspek Keamanan
a) BNPP bersinergi dengan BIG dalam pengelolaan batas
wilayah.

b) BNPP bersinergi dengan Kemhan melaksanakan
pembangunan lanjutan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan
(JIPP) Kalimantan, dan beberapa pos pengamanan
perbatasan di Wilayah Kodam XII/TPR.\

c) BNPP bersinergi dengan Polri melaksanakan
pembekalan ATPOL, dan Stafnis serta pembekalan
(Refreshing Training) Brigadir Perbatasan.

d) BNPR4IDb
operasionalisasi
e) BNPRIbers

Bersama Peng

ergiy dengan  BNN  melaksanakan
Interdiksi Terpadu.

rgigdengan KKP melaksanakan Operasi
san/ di wilayah perbatasan dan K3
(Koordinasi, Ko ikasi dan Kerjasama) dan pengawasan
Sistem Pelayanan Perkarantinaan lkan, Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan.

f)  BNPP A%eﬁnergi dengan KemenkumHAM
melaksangkgél pemeriMéfgn ketmigrasian.

TANla)A%PP bersinergi den&ﬂAh&gn%yléu metaksanakan

pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

Rencana Aksi merupakan dokumen pembangunan nasional yang
dibuat berdasarkan hasil data sekunder kondisi Prov. Kalbar yang
diperoleh oleh BNPP. Rencana Aksi sangat diperlukan sebagai kontrol
dan pengawasan terhadap pembangunan nasional. Dengan dibuatnya
Rencana Aksi maka akan terlihat Pembangunan Nasional yang telah
berorientasi pada aspek keamanan dan kesejahteraan.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional agar berhasil guna tentunya

memerlukan suatu strategi pengawasan. Fungsi Pengawasan ini
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dilakukan oleh BNPP dengan menerapkan 2 sistem pengendalian, yaitu:
1) Sistem pengendalian batasan (boundary control systems), agar
Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan
rancangan dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat menurunkan
mutu dari suatu proyek Pembangunan Nasional. Apabila terjadi
penyimpangan maka BNPP dapat memberikan masukan terhadap
pelaksanaan program tersebut sehingga pelaksanaan program
pembangunan dapat dilanjutkan; 2) Sistem pengendalian keyakinan
(belief control systems) dengan melibatkan masyarakat wilayah
perbatasan untuk ikut mengawasi jalannya Pembangunan Nasional
sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap hasil
pembangunan dan dapat mengukur pencapaian indikator serta target
program pembangunan.

Dengan adanya strategi pengawasan terhadap pembangunan

nasional maka tidak ak terjadi penyimpangan terhadap hasil

Pembangunan Nasional. ram K/L di wilayah perbatasan dapat
berjalan dan terhindar darl @verapping dan redundance serta salah
sasaran dan inefisiensidal engelolaan perbatasan.
Mekanisme kerjasama yang harmonis dalam mengelola wilayah
perbatasan

Dalam upaya -menaia  wilayah perbatasan, Pemerintah telah
mentnjuk-BNPP se&ggﬁemm\ggﬂang bertan g\l;ng jawab langsung
terhgcﬁygg@ﬂﬁhan wilayah perbataswr@g;&a saat ini,BNPP telah
memaksimalkan segala potensi yang dimiliki=gftak™ menjamin
kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui pembangunan
sarana prasarana fisik. Di samping menjamin kesejahteraan masyarakat,
faktor keamanan merupakan hal yang penting untuk melindungi
masyarakat di wilayah perbatasan dalam melakukan aktifitas ekonomi.
Faktor keamanan sudah saatnya menjadi bagian dari tanggung jawab
BNPP untuk dapat menyeimbangkan antara pendekatan keamanan dan

kesejahteraan.
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Mengelola perbatasan tidak dapat berjalan dengan baik apabila
mekanisme kerjasama antara K/L tidak harmonis. Ketidakharmonisan
tentunya diakibatkan dari ego sektoral dari masing masing K/L yang
merasa bahwa setiap tugas pokok dan fungsi instansinya merupakan
tugas yang tidak bisa "ditandingi" oleh tugas pokok dan fungsi instansi
lainya. Untuk memperoleh tingkat kesejahteraan masyarakat dan
jaminan keamanan di wilayah perbatasan diperlukan mekanisme
kerjasama yang harmonis dengan menghilangkan ego sektoral agar
tercipta wilayah perbatasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang

pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1) Mekanisme kerja pada aspek kesejahteraan.

Dalam merencanakan program pembangunan di wilayah
perbatasan, hingga saat ini masih terjadi Gap antara BNPP dan
BPPD. Gap ini (diaki
hubungan BNPP dan
tidak memiliki hiraer
BPPD akan masik ter
BNPP dan BPPD tid

wawasan bahwa hubungan di antara dua pihak atau lebih bisa

an adanya regulasi menyatakan bahwa
PD bersifat koordinasi sehingga BNPP
rhadap BPPD. Gap antara BNPP dan
erjalan selama ego sektoral yang dimiliki

ditinggalkan. Teori Sinergitas membuka

menghasilkan tingkatan komunikasi dan mendapatkan output lebih
besar selama kepercaﬁaﬁﬂn dan_peran antara kedua belah pihak

A
tetap—terjatin} Q&ldasari Mdﬂ tiatas,—maka -pembangunan di

Tv‘ehgyﬁerBMBatasan menjadi tan%&@@aﬁvgﬁbersama karena
merupakan program pembangunan yang harus-dittamakan. Guna
meningkatkan mekanisme kerja yang harmonis, Mendagri sebagai
Kepala BNPP harus mengeluarkan Instruksi Menteri kepada
Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan untuk memprioritaskan
pembangunan di wilayah perbatasan yang belum di programkan
oleh K/L dan selanjutnya dilaporkan kepada Presiden guna
memproleh asas Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan berikut
usulan DAU dan DAK. Sehingga pembangunan nasional di wilayah

perbatasan tetap berjalan. Dengan diterbitkan Instruksi Menteri
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maka tidak ada keraguan lagi bagi BPPD dalam merencanakan
kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan untuk dilaporkan

kepada BNPP sebagai bahan rencana induk maupun rencana aksi.

Mekanisme kerja pada aspek keamanan.

Saat ini Instansi yang berada di wilayah perbatasan adalah
CIQS (custom, immigration, quarantine, and security) di PLB (Pos
Lintas Batas). Keberadaan fungsi custom, immigration, dan
guarantine relatif tidak akan memunculkan permasalahan apabila
Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina melaksanakan tugasnya sesuai
kapasitasnya masing masing. Namun apabila dihadapkan pada
fungsi security maka cenderung muncul masalah ego sektoral dan
tidak terjadi keterpaduan dengan TNI walaupun secara
internasional pengelolaan pos lintas batas menjadi tanggung jawab

Imigrasi, Bea cukal, d

arantina®® yang sangat berbeda dengan
regulasi yang berlaku donesia. Selain itu, di wilayah perbatasan
masih terdapat| tanah-tanangmilik adat/ulayat yang diakui dan
dihormati oleh ‘tata hukum di Indonesia. Tanah ulayat
berhubungan sangat t"dengan aktivitas ekonomi masyarakat
perbatasan sehari-hari. Adakalanya tanah adat/ulayat itu terletak di
kedua sisi negara, sehingga kegiatan lintas batas seringkali

menjadi aktivitas seharl hari m’ ng tidak terkontrol oleh administrator

_Iperbatasan60 D

lﬂ&)&&laan Pos PengamaMAmgo%t\gé\n (Pes Pamtas)

merupakan implementasi dari tugas TNI datam—menjalankan
pengamanan batas negara dan penanganan kegiatan lllegal.
Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 76 Ayat (1)
Dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU ini pejabat bea dan

cukai dapat meminta bantuan Polri, TNI, dan/atau instansi lainnya.

% US.

Customs and Border. 2022. “A New Way Forward”. (4/1/2022),

https://www.cbp.gov/frontline/new-way-forward, diakses pada 3 Juni 2022 pukul 18.27 WIB.

60 Kemitraan Partnership. 2011. Loc. Cit. Hal. 15-16.
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(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Polri,
TNI, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.
Regulasi ini menjelaskan bahwa Bea Cukai dapat melakukan
tindakan pencegahan lllegal dengan meminta bantuan TNI.
Pencegahan lllegal yang dilakukan oleh TNI mempedomani
Permenhan No. 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan
Wilayah Perbatasan, Pasal 5 Dalam hal mencegah penyelundupan
barang terlarang termasuk narkoba dan pencurian sumber daya
alam, TNI bekerja sama dengan K/L dan penempatan personel TNI
di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas. Mekanisme
pengamanan di wilayah perbatasan seharusnya diawali dengan
memahami fungsi Kepabeanan sebagai pengawas lalu lintas keluar
masuk barang, Imigrasi sebagai penentu siapa saja yang boleh
masuk dan keluar dari negara, Karantina sebagai pencegahan
masuknya orang-orang yang, membawa wabah dan penyakit
menular. Selanjutnya, TNI dapat melakukan pencegahan dan
penindakan terhadap rulskegiatan Illegal di jalur lalu lintas tak
resmi.

Guna memperoleh”mekanisme kerjasama keamanan yang
optimal di wilayah perbatasan diperlukan suatu Satuan Tugas yang
bersifat Komposit. Satuan Tugas ini bertanggung jawab penuh
terhadap keamanan wilayah- perbatasan. Satgas Komposit
Pengamanan Vﬂg‘ah |§e%§(!i€hn yang.dimaksoe.terdiri dari Unsur
ﬁ\h\l E&N)ekal Karantina dan lnMAN?ang élablmpm oleh salah
satu Asisten Deputi BNPP. Satuan Tugas ini Secara Operasional
dan administrasi berada di Satuan Atas dari masing masing unsur
namun secara taktis di lapangan, Satuan Tugas melaksanakan

tugasnya sesuai hierarki yang telah disepakati.
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Gambar 4. Konsep Mekani%ne Kerjasama yang Diharapkan

Dengan berjalannya mekanisme kerjasama antara K/L yang
harmonis maka masing masing K/I. akan mendukung tugas pokok dan
fungsi instansi lainnya selingga diperoleh tingkat kesejahteraan
masyarakat dan jaminan keamanan di wilayah perbatasan yang pada
akhirnya tercipta wilayah perbatasan yang aman, tertib, menjadi pintu

gerbang pusat pertumbthan ekonomiyang berkelanjutan.
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16. Pemberd:gégg{wﬁkﬁ@y@rakat Dalam Pengel@%@ﬁ*@ﬂﬁgjz’g\san
Paga™ tahun 2020 Prov. Kalbar telah memasuki—periode bonus
demografi®l. Hal ini akan bermanfaat dalam pembangunan sosial, ekonomi,
budaya, politik, lingkungan hingga pertahanan dan keamanan. Laju
pertumbuhan penduduk Kalbar pertahun 2010-2020 yaitu 2,04 persen, lebih
besar dibandingkan periode 2000-2010 dengan laju pertumbuhan sebesar

1,66 persen®?. Komposisi penduduk Prov. Kalbar saat ini telah didominasi oleh

61 Andilala dan Ardiansyah, Slamet. 2019. “Peneliti: Kalbar capai bonus demografi pada tahun
2020”. (22/10/2019), https://www.antaranews.com/berita/1125120/peneliti-kalbar-capai-bonus-
demografi-pada-tahun-2020, diakses pada 3 Juni 2022 pukul 20.02 WIB.

62 BPS Kalbar. 2022. Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022. Pontianak: BPS RI.
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Gen Z dan diperkirakan usia mereka adalah sekitar 8-23 tahun. Generasi Z
memiliki daya saing yang tinggi dan cenderung memanfaatkan kemajuan
teknologi. Apabila bonus demografi tidak didukung dengan pemenuhan
kebutuhan mendasar yaitu kebutuhan pendidikan yang memadai dan peluang
kesempatan kerja yang besar maka akan semakin mendorong Generasi Z di
wilayah perbatasan untuk mencari pekerjaan di negara tetangga sebagai
buruh kasar bahkan sebagai TKI lllegal. Menyikapi hal tersebut maka
pendidikan yang memadai dan lapangan kerja yang luas bagi Generasi Z
harus segera dibangun oleh pemangku kebijakan dalam upaya
memaksimalkan  pemberdayaan  masyarakat wilayah  perbatasan.
Pengelolaan wilayah perbatasan membutuhkan pemahaman yang
komprehensif dengan menempatkan masyarakat di wilayah perbatasan
(borderland communities) sebagai bagian dari subyek pembangunan di
wilayah perbatasan yang mampu sebagai kekuatan dalam membangun

halaman depan NKRI| yang sejahterf damkosmopolit.

a. Membangun SDM Yang Mumpuni Dengan Pemenuhan Sarana Dan
Prasarana Di Wilayah Perbatasan

Menurut BPS 2022 jumlan Angkatan Kerja di Provinsi Kalbar pada

tahun 2021 (68,45) menurun dibandingkan pada tahun 2020 (68.84)

yang menggambarkan meningkatnya jumiah pengangguran. Selanjutnya

jumlah perusahaan mengalaml Kenaikan tipis dimana pada tahun 2018

lARMM 4

(189) ttan-—tahur] 2(}19 (191) sehfigga-dari-dua indikator ini dapat
dlsmlwlpl\JlkaH b\djhv(/a pengangguran memh@itk’é{\ q511‘<|Poatjur“nlah iadustri tidak
mentigkat. Bertambahnya jumlah penganggurafn—eaan sempitnya
lapangan kerja ternyata tidak mempengaruhi meningkatnya angka
kemiskinan yaitu di tahun 2020 (7,17) dan tahun 2021 (7,15). Hal ini
memberikan arti bahwa masyarakat di wilayah perbatasan masih dapat
survive dengan mengandalkan hidupnya dari pertanian atau perkebunan
bahkan sangat memungkinkan bekerja di negara tetangga. Dengan
mempelajari data aktivitas lllegal (lllegal Entry) dan pengaduan
permasalahan buruh migran indonesia maka sangat kuat dapat

disimpulkan bahwa sebagian masyarakat di wilayah perbatasan selama
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ini bekerja di negara tetangga di Malaysia. Adanya data yang
mengambarkan kasus upah yang tidak dibayarkan; tindak kekerasan dari
majikan; pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan TKI tidak
berdokumen mengambarkan bahwa TKI yang bekerja di Malaysia
hanyalah sebagai buruh kasar. Kondisi status pekerja sebagai buruh
kasar diakibatkan SDM yang belum mumpuni, belum dibekali ilmu dan
keberadaan sektor lapangan kerja di wilayah perbatasan indonesia
sangat sempit.

Berdasarkan data tersebut, sektor perkebunan mengalami
perluasan baik pada perkebunan karet maupun sawit, ini merupakan
peluang yang besar bagi masyarakat wilayah perbatasan untuk
memperoleh lapangan kerja yang hasilnya sebagai komoditi Ekspor
CPO, Latek dan hasil kebun lainnya. Pada sektor pendidikan mengalami
kenaikan jumilah murid, hal ini menggambarkan adanya tekad dan
semangat anak anak-di wilayeh perbatasan untuk menuntut ilmu. Dari
analisa data diatas maka |diperlukan kebijakan yang tepat dari
Pemerintah Pusat untuk buka lapangan kerja bagi para lulusan
sekolah dan masyarakat yang memiliki umur produktif.

Bila dikaitkan dengan®Perka BNPP No 5 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola
Perbatasan, dijelaskan bahwa peran BNPP dalam Pembangunan
Nasional hanya sebatas__ pembangunan infrastruktur dan tidak
menyentuh kepada% yang naﬂd‘g di wilayah ;{;:rbatasan sehingga
BNP@%HAIN«QY} keselarasan dengeMAMr%ta n Daerah dalam
menthgkatkan SDM. BNPP meningkatkan fasilitas“yang-modern baik
pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan industri sedangkan
Pemerintahan Daerah melakukan peningkatan pembangunan nonfisik
berupa penggairahan terhadap masyarakat untuk terlibat dalam
peningkatan kualitas SDM melalui sarana pendidikan dan vokasi,
pemanfaatan fasilitas kesehatan, pemanfaatan lahan pertanian dan
pekerjaan di sektor industri.

Dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat perbatasan maka kualitas SDM
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masyarakat perbatasan akan meningkat dan dapat mengeliminir lllegal

Entry serta niat bekerja di negara Malaysia.

Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Untuk lkut Dalam
Membangun SDM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Kalbar sekitar 67,90%,
masih belum meningkat dibandingkan Indeks Pertumbuhan Manusia
tingkat nasional sebesar 72,29% Hal ini mengakibatkan diperlukannya
upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan  menurut
Kartasasmitha (1996) merupakan sebuah usaha membangun daya itu
sendiri dengan memotivasi, membangkitkan, dan mendorong kesadaran
terhadap potensi yang dimiliki serta berusaha terus mengembangkannya
serta diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh
masyarakat.

Dalam upaya pembe aan-masyarakat di wilayah perbatasan,
manajemen sangat diperl dalam mengelola sumber daya yang
terdapat di Prov. Kalbar. T menjelaskan bahwa fungsi manajemen
terdiri dari 4 (empat) gian, vyaitu perencanaan (planning);
pengorganisasian  (orga g); pelaksanaan (actuating); dan
pengawasan (controlling).

Berkaitan dengan data BPS 2021 dan IPM 2021 serta teori
pemberdayaan masyarakai_maka-dapat disimpulkan bahwa saat ini
keberadaan masyaraQaE‘ i wilayaMp'grbatasan Prov. ¥albar memerlukan
pem-gécli\%lam&uk dapat meningkatkMMigh%e\t(@ang layak dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana yang didukung-etefrPemerintahan
Daerah.

1) Perencanaan (Planning)

Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2014, Pasal 12
menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar adalah pemberdayaan masyarakat dan
desa. Hal ini merupakan payung hukum bagi Pemda dalam
merencanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa

khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Pemberdayaan
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masyarakat diorientasikan dalam memanfaatkan potensi
sumberdaya alam yang ada sehingga akan tercipta lapangan kerja
dan meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah
perbatasan.

Di samping peningkatan kesejahteraan, untuk memberikan
kenyamanan dan gairah bagi kelangsungan hidup masyarakat
wilayah perbatasan maka pembangunan tempat hunian perlu
direncanakan dengan matang dan menitikberatkan pada
kelengkapan fasilitas umum dengan harapan dapat menaikkan

persentase Indeks Pembangunan Manusia.

2) Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian masyarakat dimaksudkan untuk

memperkuat peran dari actor masyarakat sehingga seluruh

masyarakat mampu mandiry, dalam menghadapi persoalan-
persoalan yang ada. ini sangat penting dilakukan karena pada
kenyataannya masy. atgperbatasan berada dalam kondisi
potesial, memerlukan ongan untuk dapat meningkatkan peran
kepemimpinan ~mas Kat, memberikan perlindungan dan
peningkatan kapasitas “bargaining” agar dapat mengatasi berbagai
aspek permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai tiga: tungﬁu utama-pembentuk budaya di Prov. Kalbar

M
adatahk keberaa@e}é masyar:Méﬂadat Dayak, Metayu dan Tionghoa

Té%E%N.&u mayoritas®? daMAM@g\;\rﬁé} daldm upaya
pengorganisasian masyarakat dan selanjutnya dieerdayakan untuk
mengelola wilayah perbatasan.

Namun kenyataannya, keberadaan masyarakat adat ini
kurang begitu dimanfaatkan dalam upaya mengelola kawasan
perbatasan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan masyarakat adat

yang hanya berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan.

63 Kompas.com. 20009. “Tiga Tungku di Borneo Barat”, (16/02/2009),
https://regional.kompas.com/read/2009/02/16/13463691/~Lipsus%20News, diakses pada 7 Juni
2022 pukul 16.32 WIB.
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Padahal seharusnya organisasi-organisasi itu dibentuk untuk
membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
rakyat®4. Pengorganisasian terhadap masyarakat adat, komunitas
masyarakat, Ormas dan LSM memerlukan penanganan yang tepat
sebagai organisasi masyarakat yang diberdayakan untuk ikut
mengelola wilayah perbatasan. Keberadaan mereka diharapkan
dapat berperan sebagai penjuru untuk mengajak masyarakatnya
ikut terlibat langsung dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus
menjaga keamanan wilayahnya dari para oknum yang menjalankan
kegiatan illegal di kawasan perbatasan. Selain itu, organisasi-
organisasi masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sumber
daya, menjaga kerukunan sosial dan harmonisasi budaya di
wilayah perbatasan, sehingga tercipta suasana yang nyaman dan
kekeluargaan untuk bekerja di lingkungannya serta akhirnya

mampu memunealkan er-Kader masyarakat.

Pelaksanaan (Actuati
a) Pendekatan\Kes teraan

Dalam'pen faan wilayah perbatasan, BNPP, K/L dan
Pemerintahan Daerah harus ikut memberdayakan organisasi
masyarakat perbatasan dan potensi sumber daya yang

dimilikinya—metalui ,Blrogram-program pembangunan sarana

dan prasag\xg%sﬁ. MA

TANHANA Sshdikbudristek SMGa%%%ta BNPP  yang

merupakan leading sector di bidang penédigikan dan juga
sebagai anggota BNPP harus berupaya semaksimal mungkin
untuk  melakukan  peningkatan kualitas  pendidikan
masyarakat perbatasan melalui penyediaan sarana dan
prasarana berteknologi tinggi meliputi komputer, laboratorium

dan perpustakaan untuk dapat mengembangkan proses

64 Rizal, Faisal, 2022. “Cornelis Minta Ormas Adat Bekerjasama dengan Pemerintah untuk

Memajukan

Masyarakat”. (25/1/2022), https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-

1173559170/cornelis-minta-ormas-adat-bekerjasama-dengan-pemerintah-untuk-memajukan-

masyarakat, diakses pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 12.00 WIB.
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https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-1173559170/cornelis-minta-ormas-adat-bekerjasama-dengan-pemerintah-untuk-memajukan-masyarakat
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pembelajaran yang efektif. Kurikulum pendidikan yang
diterapkan di wilayah perbatasan harus menitik beratkan pada
keterampilan (Skill) dan didukung oleh pengetahuan
(Knowledge) sehingga Kemendikbudristek harus
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat
meningkatkan keterampilan-keterampilan dan kreativitas
dalam medukung tantangan teknologi yaitu baik teknologi
bertani/berkebun maupun teknologi industri.

Kemenkes sebagai anggota BNPP yang merupakan
leading sector bidang kesehatan semaksimal mungkin
meningkatkan taraf kesehatan masyarakat perbatasan
melalui  program pembangunan kesehatan, meliputi
peningkatan sarana pendukung kesehatan, seperti Labkesda,

alat-alat kesehatan, dan fasilitas lainnya.

Nilai-pilal tradisional dan universal yang dimiliki oleh

beberapa sukubangsa yang mendiami Prov. Kalbar, terutama
di daerah! perbatasangys/seperti keanekaragaman budaya
merupakan \seb potensi yang dapat dikembangkan
sehingga akan pu mendatangkan daya tarik pariwisata.
Pemda Provinsi dan Kabupaten dapat menginisiasi dan
memfasilitasi  diselenggarakannya festival budaya di
perbatasan—vyang. rutin—diadakan setiap tahun dengan
melibatkap asyarglgaqﬂa{ﬂat dan-kemunitas-komunitas yang

TAN Q&Nif% asyarakat perbatasaMA N GRVA
Peningkatan jumlah pekerja migran<ingenesia di Prov.
Kalbar yang bekerja di Malaysia mengindikasikan masih
rendahnya kesempatan kerja di wilayah Prov.Kalbar. Potensi-
potensi sumber daya pertanian dan perkebunan perlu
diperluas untuk meningkatkan kesempatan kerja. Keberadaan
Kemenaker dipandang perlu walaupun bukan sebagai
anggota BNPP, sebab Kemenakertrans dapat berperan
memberikan pelatihan ketrampilan dan soft skills kepada para

anggota masyarakat adat, komunitas masyarakat dengan
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menfasilitasi pembangunan fisik BLK dan gedung
pemagangan.

KemenkopUKM sebagai anggota BNPP, dapat
memberdayakan masyarakat adat dan komunitas-komunitas
masyarakat perbatasan untuk mengembangkan Usaha
Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dan pembangunan
gedung koperasi.

Kemenperin dapat membuat regulasi tentang larangan
mengekspor bahan mentah dan harus diproses di dalam
negeri sehingga industri di wilayah perbatasan akan

berkembang dan tercipta lapangan kerja.

b) Desa Mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Mandiri (IDM) tahun
2021, Prov. Kalbar menjadi provinsi tercepat dalam
melaporkan updating secara nasional. Dengan perincian 385
Desa Mandiri, 456 Desa Maju, 910 Desa Berkembang dan
tidak ada \lagi a Sangat Tertinggal®®. KemendesPDTT
sebagai anggot NPP yang merupakan leading sector
pembangunan D Mandiri agar melakukan percepatan dan
peningkatan Dana Desa untuk menumbuhkan Inovasi dalam
memenuhi  kriteria  Desa  Mandiri. Disamping itu,
KemendesPDTT _ harus-. terus  melakukan  program
peningkatgﬁg ait strat’ewgﬂ antar-desa di Wwilayah perbatasan,

TANlaﬂmtﬁenunjang proses disMﬁ&'%ﬁ\c{(ﬁas upggulan dan
mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah

perbatasan.

c) Pendekatan Keamanan
Untuk mengatasi masalah-masalah kegiatan illegal,

BNPP dan TNI bertanggung jawab untuk mengatasi masalah-

% Yunanto, Reza. 2021. “Gubernur Sutarmidji Minta Kementerian Desa PDTT Perhatikan Desa
Mandiri di Kalbar’. (8/6/2021), https://kalbar.inews.id/berita/gubernur-sutarmidji-minta-
kementerian-desa-pdtt-perhatikan-desa-mandiri-di-kalbar, diakses pada 9 Juni 2022 pukul 20.48
WIB.
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masalah pelanggaran kedaulatan, seperti pelanggaran batas
wilayah dan illegal entry. Pemberdayaan masyarakat harus
dapat dilaksanakan melalui pelatihan bela negara guna
mendukung pertahanan dan keamanan di wilayah
perbatasan. Wilayah perbatasan harus terjaga dan terwujud
suatu Keamanan Nasional yang kuat. Keamanan Nasional
yang kondusif, dapat menarik minat para investor untuk
menanamkan modal dan melangsungkan usahanya di

wilayah perbatasan Prov. Kalbar.

d) Partisipasi Mayarakat
Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
keberadaan masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas

maupun LSM dapat dilibatkan dalam perumusan dan

pengawasan‘ser emaotivator generasi muda untuk terkibat

dan berkontribusi dalam pembangunan nasional di wilayah

perbatasan. Selain itu ymasyarakat perbatasan dapat juga di

berdayakan untuk® memelihara budaya-budaya khas yang

dimiliki oleh mastag-masing suku sebagai potensi periwisata
yang sangat besar.

Pada sektor pendidikan, peran dari masyarakat adat,
komunitas mas&aﬁa’lﬁm Ormas maupun LSM adalah dengan
memberik%%enyada%ﬂepada peserta-didik untuk dapat

TANMN@%n melakukan sesuath%%(égé{@dan novatif serta
dorongan untuk memikirkan masa dépannya sehingga
menghasilkan lulusan yang mandiri dan siap berkompetisi
dalam persaingan global. Masyarakat adat, komunitas
masyarakat, Ormas maupun LSM yang memiliki kemampuan
dan kompetensi mengajar dapat dilibatkan sebagai tenaga
pengajar honorer di wilayah perbatasan.

Pada sektor kesehatan, peran dari masyarakat adat,
komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM dapat dilibatkan

sebagai tenaga kesehatan di wilayah perbatasan melalui
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kepelatihan kesehatan dasar. Hal ini dilakukan untuk
mengurangi  ketergantungan  masyarakat perbatasan
terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh
negara tetangga.

Pada sektor tenaga kerja. peran dari masyarakat adat,
komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM dapat dilibatkan
kedalam Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) agar
masyarakat yang terlatih dan tersertifikasi dapat memenuhi
pangsa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kalangan dunia
usaha di Prov. Kalbar.

Pada sektor Koperasi dan Perindustrian, peran dari
masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun
LSM harus terlibat langsung dalam aktifitas lapangan kerja
guna memperoleh kehidupan yang berkualitas.

Pada/sekt

embangunan Daerah masyarakat adat,
komunitas| ma: akat,’ Ormas maupun LSM dapat
diberdayakan "k alam/ program padat karya, sehingga
proyek pembangunan /jalan penghubung antar wilayah
perbatasan’ ak febth cepat selesai. Dalam proses
pembangunan jalan penghubung, sentra UMKM harus
dibangun dan disinergikan dengan potensi wisata di daerah
perbatasan- Percispatan pembangunan Desa Mandiri agar
mencapaiotgg%t nqgka'%iperlukan mekanisme kerjasama
TAN'HAM swasta dalam pemMa&MrQ ;Iar\;})lgeém Desa Mandiri
melalui pemanfaatan Corporate Social ReSpensibility (CSR).
Pada sektor keamanan, kondusivitas keamanan harus
terus dijaga melalui pemberdayaan masyarakat adat,
komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM agar menjamin
keamanan bagi para investor dalam mengembangkan
usahanya di PKSN.
Melalui keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan dalam
penyelenggaraan Pembangunan Nasional maka tujuan nasional untuk

‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
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Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa” dapat tercapai. Disamping itu, masyarakat adat,
komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM akan timbul rasa tanggung
jawab bersama untuk ikut menjamin keamanan nasional di wilayah
perbatasan. Kondisi ini harus dipelihara dan dilaksanakan secara
berkesinambungan sehingga mewujudkan terselenggaranya

perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat.

4) Pengawasan (Controlling)

Dalam melaksanakan program pengelolaan perbatasan
melalui pemberdayaan masyarakat, tentunya mempergunakan
anggaran yang telah disusun dalam dokumen perencanaan
pengelolaan perbatasan mulai tahap perencanaan hingga
pengakhiran dimana anggaran pengelolaan kawasan perbatasan

ri sumber APBN maupun APBD.

ggunaan dana sangat memungkinkan

tersebut dapat berasa

Penyimpangan
terjadi. Seperti halny susskorupsi Peningkatan Jalan Simpang
Empat Sungai Raya lam,” Desa Pasar Punggur, Kecamatan
Sungai Raya, Kabupatem’Pontianak, Tahun Anggaran 2007 oleh PT

Tani Tirta yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar
Rp 312.488.497,20 (Rp 312 juta)®®.
Oleh karena iy, perfs-_adanya pengawasan terhadap
claksanaan p‘%&aﬁ\n%rﬁ;’rgﬁ pengelolaan \})erbatasan dengan
@eMMAparatur Pengawas MANQeIrqneﬁ%tah (APIP) yang
berfungsi melakukan pengawasan di tubuh “internal” bagi para
pelaksana pengelolaan kawasan perbatasan. Disamping itu
BPKP/BPKP dapat melakukan audit dan menetapkan predikat
pemeriksaan kepada institusi-istitusi tersebut. Keberadaan
masyarakat baik individu maupun organisasi dapat juga

berpartisipasi dalam  melakukan  pengawasan terhadap

66 Medistiara, Yulida. 2021. “Kejaksaan Tangkap Buron Kasus Korupsi Rp 312,4 Juta di Kalbar’.
(21/12/2021), https://news.detik.com/berita/d-5864795/kejaksaan-tangkap-buron-kasus-korupsi-
rp-3124-juta-di-kalbar, diakses pada 10 Juni 2022 pukul 20.31 WIB.
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pelaksanaan pengelolaan perbatasan di wilayahnya dengan
melaporkan adanya dugaan penyelewengan/korupsi dengan
disertai bukti-bukti pendukung yang kuat kepada aparat penegak
hukum.

Pengawasan yang berjenjang dari institusi/lembaga
pemerintahan baik pusat maupun daerah, serta partisipasi aktif dari
masyarakat dalam mengawasi jalannya program-program
pengelolaan kawasan perbatasan Prov. Kalbar, maka diharapkan
program-program Pembangunan Nasional dapat berjalan sesuai
dengan perencanaan dan mampu memberdayakan masyarakat
perbatasan dalam mengelola wilayahnya sendiri guna
meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan

actor masyarakat dalaim P

angunan Nasional di wilayah perbatasan
sekaligus dipenuhi kebutu
Manusia (IPM) Prov. Kalba

dasarnya maka Indeks Pembangunan

patmeningkat secara sinifikan.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA



BAB IV
PENUTUP

17. Simpulan

BNPP sebagai leading sector dalam pengelolaan wilayah perbatasan
selama ini, dalam upayanya menjadi sebuah lembaga yang strong secretariat
membutuhkan adanya peningkatan peran dan wewenang BNPP yang akan
berdampak positif dalam menggerakkan K/L yang menjadi anggotanya untuk
bersama-sama mewujudkan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan
sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun oleh BNPP dan KJ/L.
Keberhasilan Pembangunan Nasioanal yang diprogramkan dalam Rencana
Aksi akan berpengaruh pada ketangguhan Ketahanan Nasional. Semakin kuat
Pembangunan Nasional maka semakin tangguh Ketahanan Nasional dan
semakin tangguh Ketahanan Nasional maka akan menghasilkan
Pembangunan Nasional yang op l.

Dalam upaya meningkatka ran dan wewenang BNPP yang bersifat
eksekusi, usul revisi regulasi pengeloiaan wilayah perbatasan merupakan
langkah yang tepat. UU No»43 un 2008, Pasal 10 Ayat (1) memberikan
kewenangan yang kuat bagi BNRR“namun berbeda dengan Pasal 15 ayat (1)
yang seolah olah kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan bersifat
terbatas, tidak serta-merta didelegasikan oleh Pemerintah kepada Badan
Pengelola. Wewenang sebagalmana datam UU No. 43 tahun 2008, Pasal 15
Ayat (1) mengatur bahv‘\g adaii Mﬁ%elola berttigas:—(a) menetapkan
kebijakan prod?leﬁNp%mbangunan perbatagéhN@ m'e%etapkan rencana
kebutuhan™ anggaran, (c) mengoordinasikan pelakSanraan, dan (d)
melaksanakan evaluasi dan pengawasan.” Guna memperkuat peran dan
wewenang BNPP serta mencegah terjadinya kecenderung bagi K/L berjalan
berdasarkan kepentingan masing-masing maka perlu merevisi regulasi UU
No. 43 tahun 2008 pada Pasal 15 Ayat (1) menjadi “Badan Pengelola
bertugas: (a) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan
yang meliputi kesejahteraan dan keamanan; (b) menetapkan rencana
kebutuhan anggaran, (c) Melaksanakan pengelolaan pembangunan

kawasan perbatasan, dan (d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan.”
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Usul revisi UU No 43 tahun 2008 pasal 15 ayat (1), memberikan peluang pada
Validasi organisasi BNPP dengan penambahan jabatan Deputi Bidang
Pengamanan Kawasan Perbatasan sehingga tercipta keselarasan antara
UU No 43 Tahun 2008 dengan UU No 34 Tahun 2004 yang mengamanatkan
TNI untuk melaksanakan pengamanan di wilayah perbatasan.

Sesuai dengan Perpres No.44 Tahun 2017, BNPP memiliki anggota yang
terdiri dari 20 kementerian, 7 LPNK dan 13 gubernur (provinsi yang
berbatasan dengan negara tetangga). Keberadaan anggota BNPP yang
sangat besar tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani
pengelolaan perbatasan. Dalam penyusunan program pengelolaan
perbatasan yang diwujudkan dalam kebijakan pembangunan, masing-masing
anggota melakukan koordinasi untuk menyusun Kkebijakan program
pembangunan dalam bentuk Rencana Aksi yang berdasarkan Roadmap
BNPP 2020-2024. Ketidaksinkronan koordinasi antara anggota BNPP masih
saja terjadi dan berdampak’pada déri hasil program Pembangunan Nasional
di wilayah perbatasan. Bahkan usu;tn BPPD tentang prioritas pembangunan
nasional di wilayahnya yang merupakam produk Gubernur adakalanya tidak
terealisasikan. Guna mencegah terjadinya permasahan diatas maka
diperlukan pembentukan sebuah®lembaga bersama. Lembaga bersama ini
didesign dengan mengusulkan pejabat dari masing masing K/L sebagai
Kabag Perbatasan yang secara administrasi berkedudukan di bawah Pejabat
Karoren K/L. Secara operasional Kabag-Perbatasan berkedudukan di bawah
BNPP dan memiliki kesejéjar/aﬁh \dug}]ggmw BPPB. Keberadaan lembaga ini
dlharapkan dap[é{ ﬁq[érﬁmlmallsw gap antara %Nlpﬁ; /V. éubernur dan BPPD
sehingga—"akan memberikan dampak positif bag+—perkembangan
pembangunan di wilayah perbatasan secara umum.

Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan, BNPP mengedepankan
sinergi kebijakan dan program K/L dengan harapan pembangunan di wilayah
perbatasan dapat berjalan. Permasalahan yang sering muncul dan
menghambat sinergi kebijakan dan program K/L dalam pengelolaan wilayah
perbatasan adalah ego sektoral. Permasalahan ini mengakibatkan
overlapping dan redundance serta salah sasaran dan inefisiensi dalam

pengelolaan perbatasan. Untuk menghindari egosektoral dan terwujudnya
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sinergi antar BNPP dan K/L maka diperlukan strategi yang efektif yaitu
memperkuat mekanisme koordinasi; memfasilitasi program-program;
mengembangkan tatakelola; mendorong kebijakan asimetris; dan melakukan
evaluasi serta pengawasan secara terintegrasi. Keberhasilan dalam
penerapan strategi ini, kepemimpinan dan kualitas SDM sangat diperlukan.
Sehingga perpaduan antar strategi yang efektif yang didukung kepemimpinan
yang baik akan mewujudkan rencana aksi yang terintegrasi, menyetuh pada
aspek kesejahteran dan keamanan.

Perencanaan yang baik akan berdampak positif pada hasil
pembangunan yang baik. Faktor yang paling menentukan adalah mekanisme
kerja yang saling berhubungan dan saling menghargai. Permasalahan
mekanisme kerja yang belum terjalin baik adalah permasalahan mekanisme
kerja pada aspek keamanan. Keberadaan fungsi custom, immigration, dan
quarantine relatif tidak akan memunculkan permasalahan apabila Bea Cukai,
Imigrasi, dan Karantina metaksanakan tugasnya sesuai kapasitasnya masing
masing. Namun apabila dihadapkjn pada fungsi security maka cenderung
muncul masalah ego sekioral danticla!qterjadi keterpaduan dengan TNI. Agar
tercipta mekanisme kerjasama keamanan di wilayah perbatasan yang optimal
diperlukan suatu Satuan Tugas yang-bersifat Komposit yang terdiri dari Unsur
TNI, Bea Cukai, Karantina dan Imigrasi yang dipimpin oleh salah satu Asisten
Deputi BNPP.

Selanjutnya, untuk_mencapal penmgkatan pada Indeks Pembangunan
Manusia-di’ Prov.-Kalbar, éfektfnfftg\s”wF‘;éanﬁangunan Masional harus mengacu
pada Rencana[' LAy /2 /Pengelolaan Batas \P\/iia%ﬂ Kegai’a dan” Kawasan
Perbatasan dimana K/L telah mensinergikan program pengetetaan perbatasan
guna memperkuat Pembangunan Nasional di Prov. Kalbar secara bertahap

UU No. 23 Tahun 2014 merupakan payung hukum bagi Pemda dalam
merencanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya
masyarakat di wilayah perbatasan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya
alam yang ada sehingga akan tercipta lapangan kerja dan meningkatnya
kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam rangka
penguatan pembangunan nasional di wilayah perbatasan, BNPP dan K/L

harus ikut memberdayakan organisasi masyarakat perbatasan dan potensi
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sumber daya yang dimilikinya melalui program-program pembangunan sarana
dan prasarana fisik maupun nonfisik sehingga tercipta kehidupan masyarakat
di wilayah perbatasan yang lebih terjamin.

Dari beberapa uraian di atas merupakan upaya yang dilaksanakan oleh
BNPP, K/L, Gubernur dan BPPD maka wilayah perbatasan tidak lagi menjadi
kawasan yang tertinggal. Masyarakat dapat hidup layak yang pada akhirnya
akan berkontribusi kepada peningkatan Ketahanan Nasional di Prov.

Kalimantan Barat.

Rekomendasi

Guna memperkuat Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan
melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan dalam rangka
meningkatkan ketahanan nasional, maka direkomendasikan beberapa hal

sebagai berikut:

a. Menteri Dalam Negetfi, s
Undang-Undang No 43 T

meningkatkan peran BNP

u Kepala BNPP membuat usul revisi
n 2008 tentang Wilayah Negara untuk
enjadi lembaga yang bersifat eksekusi
dalam mengelola perbatas sulrevisi RUU diajukan kepada Presiden
yang kemudian dimasukkan”Ke dalam Program Legislasi Nasional
(prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR dan selanjutnya dibahas di DPR
dalam hal ini Komisi | (Pertahanan), Komisi Il (Aparatur Negra dan
Reformasi Birokrasi),-<omisi 1T (Hukum), Komisi V (Daerah Tertinggal

dan-Transmigrasi) da@ k‘omisi A épencanaan Pembangunan Nasional)

yanér &'\elm Na[%m satu panitia khusuMAeNgg‘;yA

b.  Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Kementerian melakukan revisi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola
Perbatasan, dengan sasaran revisi pada penambahan jabatan baru yaitu
Deputi Bidang Pengamanan Kawasan Perbatasan. Adapun tujuan
melakukan revisi Peraturan Menteri adalah untuk mewujudkan

organisasi BNPP yang memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar
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dalam mengelola perbatasan sehingga dapat menyeimbangkan antara

kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat Surat Keputusan Bersama
(SKB) Menteri sebagai penanganan permasalahan yang Urgent di
wilayah perbatasan yaitu peningkatan SDM dan perluasan lapangan
kerja. SKB Menteri bertujuan agar menteri-menteri memiliki kesepakatan
pada penurunan kasus lllegal Entry yang sebagian besar dilakukan oleh
PMI guna memenuhi kebutuhan mendasar. Disamping itu, sudah suatu
komitmen bagi pemerintah untuk melindungi PMI agar hak-haknya tetap
diperoleh dan terjaga. Adapun titik berat dari masing masing tugas
kementerian dalam SKB Menteri adalah : 1) Menteri Dalam Negeri

sebagai Kepala BNPRdan

agalkeading Sector pengelolaan wilayah
perbatasan, bertugas memfasilitasi program-program kementerian yang
terkait dengan program SDM dargperiuasan lapangan kerja; 2) Menteri

Pertahanan, melakukan rindungan  terhadap PMI dengan

memberdayakan keberadaam”Koops Pengamanan Perbatasan untuk
dapat melakukan koordinasi lintas negara; 3) Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, menerapkan kurikulum pendidikan yang berbasis pada
peningkatan kemampuanlfroduktivitas wilayah dengan metode vokasi;
4) Menteri Kesehat%‘,-‘meﬁir'}gl%ﬁn kualitas—fasititas kesehatan di
pusé@n%@&%atan perbatasan dam%%\p{ﬁenaga kesehatan
yangberkompeten sehingga masyarakat wilayah perbatasan tidak perlu
berobat ke Malaysia; 5) Menteri Ketenagakerjaan, meningkatkan SDM
pada umur produktif melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja Industri
dan sertifikasi bagi lulusannya; 6) Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, memanfaatkan kondisi geografi wilayah perbatasan sebagai
pusat pariwisata dengan memadukan budaya lokal dan peningkatan
pelatihan pengelolaan daya tarik wisata. Dengan terbithnya SKB Menteri
maka diharapkan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah perbatasan

Prov. Kalbar dapat meningkat.
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Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dapat mengundang
Menkeu, Menteri Perikanan dan Menteri KKP serta Menteri Hukum dan
HAM untuk duduk bersama merencanakan pembentukan satuan tugas
yang bersifat komposit dan menyusun Standard Operating Procedure
sebagai payung hukum didalam pelaksanaan tugasnya. Satgas
Komposit Pengamanan Wilayah Perbatasan yang dimaksud terdiri dari
Unsur TNI, Bea Cukai, Karantina dan Imigrasi yang dipimpin oleh salah
satu Asisten Deputi BNPP.

Gubernur Kalbar bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mempercepat peningkatan Indeks
Desa Mandiri (IDM) melalui 2 sumber dana selain dari APBD juga dari
CSR Asosiasi Pengusaha Sawit. Dengan percepatan ini maka akan
memberikan dampak yang positif pada kemajuan desa-desa di wilayah

perbatasan yang akhifnya ara bertahap desa-desa yang berada di

wilayah perbatasan Prov. Ibar berstatus sebagai Desa Mandiri.

Terwujudnya Desa |Man akan memberikan kenyamanan bagi
masyarakat untuk memperaleh ‘hak vyang lebih baik lagi dalam
kehidupannya. Kondisi keh an yang layak akan memberikan gairah
masyarakat untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam
memenuhi kebutuhan yang mendasar sehingga angka kemiskinan
semakin menurun. Sektor&aﬁ%’cliapat diberdayakan untuk meningkatkan
taraf hidup masyara%ﬁ adatan p%é‘sektor pertanian-dan perkebunan.
Disa—]r—n%llr\w'lg’mue%gan memanfaatkan &ANgsﬁz}éﬁDengusaha Sawit,
Gubernur Kalbar dapat melaksanakan pembanguran—di wilayah
perbatasan tanpa hambatan dengan membangun infrastruktur publik,
seperti perbaikan jalan desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

melalui pola kemitraan wirausaha.
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Panglima TNI memerintahkan Satuan yang bertugas di wilayah
perbatasan untuk mengerahkan sarana dan prasarana yang dimilikinya
dalam rangka membantu masyarakat mewujudkan ketahanan pangan

melalui program Pembinaan Teritorial
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PENGERTIAN

Efektivitas. Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau
pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu,
sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang
menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan
oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan
yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang
berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektifl. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna,
keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang

yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kawasan Perbatasan. Merupakan bagian wilayah negara yang berada pada

sisi dalam sepanjang batas wila NKR! dengan negara tetangga, perihal

Batas Wilayah Negara di dar . Kawasan Perbatasan terletak pada

kecamatan?.

Keamanan Dalam Negeri. Adanya suatu kondisi terjaminnya keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat?.

oA ARM MA
Kesejaht@’@@d@gﬁb Kecadaan dimana quALN@RHAriaI, spiritual, dan
sesial daf] setiap warga negara untuk bisa hiduplayak ¢dm berkemampuan
untuk mengembangkan diri terpenuhi, sehingga mampu menjalankan fungsi

sosialnya®.

M. Prawiro, 07/11/2018. Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek, dan Contoh Efektivitas,
https://lwww.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html, diakses pada tanggal
2 Agustus 2022, pukul 13.15 Wib

UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
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5. Ketahanan Nasional Indonesia. Adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia
yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam
mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi dan menghadapi segala
bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), baik yang
datang dari dalam maupun dari luar, guna menjamin identitas, integritas,
kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, serta perjuangan dalam meraih

tujuan nasionalnya®.

6. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Berdasarkan filosofi
pembentukannya, LPNK sebenarnya dibentuk sebagai Special Agency yang
melaksanakan tugas specifik tertentu yang tidak ditangani oleh Kementerian
dan perananya dimainkan juga sangat diperlukan dalam rangka mendukung

pelaksanan tugas kementerian negara®.

7. Lembaga Non Struktural (LSN

Undang, Peraturan Pemerintah,

embaga yang dibentuk dengan Undang-
Peraturan Presiden selain Kementerian
atau Lembaga Pemerintah nonk nterian yang pembiayaannya dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara’. LSN adalah lembaga
negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi di sektoral dari lembaga

pemerintahan yang sudah ada.

DHARMMA . |
8. PenguataInAﬁei_ri%\Jﬁtzif adalah konsekuenmfﬂ%ﬁﬁﬁpkam yang akan

memperkeat pertaku masa depan organisme-setiap-kali peclakusitu didahului
oleh stimulus anteseden tertentu. Efek penguatan ini dapat diukur sebagai
perilaku frekuensi yang lebih tinggi, durasi yang lebih lama , besarnya lebih
besar atau latensi yang lebih pendek 8. Menurut Skinner, penguatan didasari

5 Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas. 2022. Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional.
Jakarta: Lemhannas RI. Hal. 45.

6 Laporan Akhir Kajian Desain Kelembagaan Pemeritahan Pusat 2013, Lembaga Administrasi

Negara, hal. 77

7 Lembaga Non Struktural tanggal 15 April 2022 https://www.hukumonline.com/kamus/l/lembaga-
non-struktural, diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib.

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 13.30

Wib.
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oleh hukum pengaruh (hukum efek), dimana behavior (tingkah laku) yang
memberikan konsekuensi positif akan memiliki kecenderungan untuk terus
diulang, sebaliknya behavior yang memberikan konsekuensi negatif memiliki
kecenderungan untuk tidak diulang kembali®.

9. Pembangunan Nasional. Adalah usaha yang dilakukan oleh seluruh
komponen bangsa guna mencapai tujuan bernegaral®. Pembangunan
Nasional bertujuan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Nasional yang
mancakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial

budaya, dan pertahanan keamanan

° Roen, Ferry. 2012. “Teori Penguatan”. (07/11/2012), http://perilakuorganisasi.com/teori-
penguatan.html, diakes pada 2 Agustus 2022 pukul 22.15 WIB.

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.



http://perilakuorganisasi.com/teori-penguatan.html
http://perilakuorganisasi.com/teori-penguatan.html

N o o bk DR

RIWAYAT HIDUP

Nama : Elkines Villando Dewangga K.,S.A.P
Pangkat/Korp/NRP  : Kolonel Inf/11940027780773
Jabatan/Kesatuan : Danrem 063/SGJ Dam IlI/Slw
Kesatuan : Mabesad

Tempat/Tanggal Lahir: Batujajar / 17 Juli 1973

Status : K.02

Pendidikan.

a. Umum.
1) SD Lulus TH 1985
2) SMP Lulus TH 1988
3) SMA Lulus TH 1991
4) S1 Lulus TH 2007

b.  Militer
1) AKMIL Lulus TH 1994
2) SUSSARCABIR Lulus TH 1995
3) SELAPAIF Lulus TH 2003
4) SESKOAD Lulus TH 2008
5) SUSDANYON lLulus TH 2011
6) SUSDANDIM Lulus TH 2013
7) SESKO TNI Lulus TH 2017

oA ARMMA
Riwaya?ﬁ"\tyaﬁﬁ\ N A MA N G RVA

a.—banton, Kasi Intel, Danki, Pasiops, Wadanyon,
Danyon di Yonif Linud 305/17/1 Kostrad
Pabandya Ops Dam IX/Udayana

Pabandyalat, Dandenlat Paspampres

Kasbrigif dan Danbrigif di Brigif Linud 17/1 Kostrad

Patun Seskoad

- ® 2 o0 T

Asops Dam Xll/Tanjungpura
Danmensis Secapaad

5 Q@

Asops Kostrad



Danrem 063/SGJ Dam Ill/Slw

9. Riwayat Penugasan.

a.

b.

Dalam Negeri.

1) Operasi Pamrahwan Irja TH 1998
2) Operasi Pamrahwan Aceh TH 2002
3) Operasi Pamtas RI-RDTL TH 2009

4) Operasi Pamtas RI-MALAYSIA TH 2002
5) Operasi Pamtas RI-MALAYSIA TH 2018

Luar Negeri. Malaysia (7X), Singapura, Australia,

Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat

10. Keluarga.

a.
b.

Nama Istri : IndahXuliarty 'S . Sii,M. Si
Nama Anak :

1) Greeneza Armyes Hinggilta iniando
2) Redfantriz Commandi Calvila Inlando

Jakarta, Agustus 2022
Penulis

DHARMMA

TANHANA MANGRVA

ELKINES VILLANDO D.K., S AP
KOL. INF NRP 11940027780773
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